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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia Negara hukum (rechstaat), terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap perbuatan 

harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.1 Hukum adalah suatu rangkaian 

ugeran/aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup 

manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma hukum dibuat oleh Negara dan 

berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, 

jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari 

luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.2  

Penyelesaian perkara pidana pada umumnya diselesaikan melalui sistem 

peradilan pidana atau yang disebut juga Criminal Justice System. Sistem peradilan 

pidana dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, dakwaan oleh jaksa, putusan oleh 

hakim dalam proses peradilan yang berakhir di lembaga pemasyarakatan.3 Dalam 

mencari kebenaran materiil sebenarnya dimungkinkan dengan melalui mediasi. 

Meskipun mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana, namun dalam 

sistem peradilan pidana berpotensi untuk ditempuh dengan cara mediasi penal. 

 
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69. 
2 Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, 

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.4. 
3 Romli Atmasasmita dalam Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana ; Konsep 

Komponen & Pelaksanaanya dalam penegakan hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 
2009, hlm. 33.    
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Disamping itu, perkembangan mediasi penal secara masif tidak terlepas dari 

keunggulan yang ditawarkan mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa di 

antaranya: fleksibilitas, kecepatan, rendah biaya, dan kekuasaan yang dimiliki para 

pihak untuk menentukan proses dan kesepakatan yang diinginkan.4 

Mediasi penal sendiri bukanlah hal yang asing kita dengar dan kita ketahui, 

hal ini tentu terkait dalam suatu masyarakat yang majemuk seperti Indonesia selalu 

berpotensi timbulnya gesekan atau benturan kepentingan sehingga muncul konflik. 

Pada dasarnya, mediasi sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

dalam ruang lingkup perdata, setidaknya yang kita ketahui dalam sehari-hari, dalam 

penyelesaian perkara perdata tersebut maupun bisnis, telah diakomidir oleh 

berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan seiring perkembangan 

dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan 

sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal.5 

Mediasi penal ini sudah lama dikenal dan dijalankan serta melekat menjadi 

tradisi di beberapa tempat di Indonesia antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, 

Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung.6 Mediasi penal dalam 

tindak pidana telah dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung yaitu pada tahap 

penuntutan antara pelaku dan korban, yang sangat signifikan kasus-kasus tindak 

pidana tahun 2022 sampai tahun 2024, tentunya Jaksa ditunjuk dan diperintahkan 

 
4 Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan 

Restoratif, Jurist-Diction, Volume 3, Nomor 4, Juli 2020 : 1153-1178. hlm.1164. 
5 Dela Khoirunisa, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal 

Das Sollen, Volume 7, Nomor 1, Bulan dan Tahun Terbit Juni 2022, Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, hlm. 195.   

6 Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian 
Asas Norma, Teori, dan Praktik dalam Jurnal Yustisia, Edisi 85 Januari-Maret, 2013, hlm. 8.  
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oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai mediator serta fasilitator berdasarkan Surat 

Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif 

(RJ-1) dengan dasar Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta berdasarkan 

peraturan yang berlaku.    

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat 

penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, hal ini dilakukan dengan alasan jika 

mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah 

asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada 

Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, 

demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.7         

Faktanya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung ditemukan tindak 

pidana yang dapat diselesaikan langsung oleh Kejaksaan melalui mediasi. Dalam 

hal ini, Kejaksaan bertindak sebagai penengah atau mediatori bagi konflik-konflik 

sosial yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini juga penanganan tindak pidana 

dengan mengedepankan penyelesaian alternatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. Peraturan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para Jaksa  dalam 

proses penuntutan suatu tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama 

untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke 

 
7 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14.	
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peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.  

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, perkara 

tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan 

Keadilan Restoratif dalm hal terpenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
b. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; 
c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimulkan akibat dari 

tindak pidana tidak lebih dari tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua 
juta lima ratus ribu rupiah).  

 
Kemudian pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 

mengatakan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan 

kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

dikecualikan. Pada ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 

menambahkan lagi syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 

yaitu: 

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh 

tersangka dengan cara: 

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada 

korban; 

2. Mengganti kerugian korban; 

3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; 

dan/atau 

4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; 
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b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka; dan 

c. Masyarakat merespon positif. 

Kemudian pada Pasal 5 ayat (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 

menyatakan “ dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan 

kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat 

dikecualikan”. Berdasarkan alasan inilah mediasi penal dapat dilaksanakan guna 

menyelesaikan perkara pidana pada tingkat penuntutan. 

Selain tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2021, mediasi 

penal dan keadilan restoratif telah dimuat dalam berbagai peraturan, yakni : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang 

Peraturan Hukum Pidana; 

2. Pada institusi Mahkamah Agung, mediasi penal terdapat dalam SK Badilum 

Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada bagian ruang lingkup pedoman 

tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, perkara Perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkotika. Sedangkan 

pembahasan mediasi penal banyak disinggung untuk perkara tindak pidana 

ringan dan anak;    

3. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

berdasarkan Keadilan Restoratif. 

 
Sebelum menindaklanjuti suatu tindak pidana Kejaksaan Negeri Sijunjung 

memperoleh fakta hukum dengan melakukan problem solving melalui musyawarah 

mufakat dengan melibatkan secara langsung antara para pihak. Sebagai salah satu 

contoh kasus pidana yang menarik perhatian dan diangkat dalam penelitian ini, 

yakni atas nama tersangka Indra Lasmana Pgl. SIIN Bin Zulkarnaidi yang 

bertempat tinggal di Jorong Koto Guguak Kecamatan Koto VII Kabupaten 
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Sijunjung yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan percobaan 1 (satu) 

unit sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 

53 ayat (1) KUHP dengan taksiran nilai kerugian adalah sebesar Rp. 4.000.000,- 

(empat juta rupiah), terdapat fakta hukum antara pihak pelaku dan korban dapat 

mencari solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. 

Penyelesaian kasus menggunakan mediasi bisa dikatakan sebagai penyelesaian 

yang terbaik karena antara semua pihak tidak ada kata menang dan kalah, 

melainkan para pihak sama-sama mencari jalan keluar agar tidak saling dirugikan 

serta perkara tidak akan melalui proses yang panjang dalam menghasilkan suatu 

keputusan yang disepakati.  

Berdasarkan fakta hukum diatas dalam pelaksanaannya terdapat hubungan 

antara mediasi penal dan restorative justice yakni telah dilaksanakan upaya 

perdamaian dengan cara mediasi penal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 

bertempat di Rumah RJ (Restorative Justice) Kantor Wali Nagari Limo Koto 

Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung yang dihadiri oleh keluarga korban, 

keluarga tersangka serta tokoh masyarakat yang ada pada nagari tersebut. 

Selanjutnya pihak keluarga tersangka dan pihak keluarga korban membuat 

kesepakatan perdamaian di hadapan tokoh masyarakat yang hadir pada proses 

perdamaian tersebut, kemudian hasil perdamaian tersebut di laporkan kepada 

Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung. 

Bahwasanya berdasarkan mediasi yang telah berhasil dari perkara atas nama 

tersangka Indra Lasmana Pgl. Siin Bin Zulkarnaidi tersebut, dengan menimbang 

tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya 
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diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 5 Perja RJ) 

dan telah adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk berdamai yang 

didapatkan dari hasil mediasi sehingga perkaranya diberhentikan penuntutannya 

berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan 

Restoratif (RJ-35) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung 

Selaku Penunutut Umum. Kemudian turunan dari surat ketetapan tersebut 

disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah 

tahanan negara, penyidik dan hakim. 

Dengan adanya mediasi penal di wilayah hukum Kejaksaan Negeri 

Sijunjung  diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sebagai 

upaya penanggulangan tindak pidana di masa mendatang. Mengingat banyaknya 

manfaat dari pelaksanaan mediasi sebagaimana telah dipraktekkan saat ini, maka 

diperlukan berbagai upaya yang mendalam berupa kajian mengenai mediasi penal 

dalam perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus tindak 

pidana pada tahap penuntutan yang  berkaitan erat dengan keadilan restoratif. 

Dari beberapa peraturan dan fakta hukum yang telah disebutkan, menarik 

untuk diteliti lebih lanjut mengenai konsep mediasi penal dalam penyelesaian kasus 

suatu tindak pidana khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung.  

Atas hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat 

Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi 

Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan apa yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal 

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif  pada tingkat 

penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung? 

2. Bagaimanakah pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep 

Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sijunjung? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam 

melakukan mediasi penal Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif pada tingkat penuntutan?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana melalui 

mediasi penal pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penunjukan Jaksa 

Fasilitator dalam konsep Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri 

Sijunjung. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemukan oleh 

Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam melakukan mediasi penal suatu tindak 

pidana pada tingkat penuntutan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun 

praktis. Adapun kegunaan teoritis dan praktis penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam perumusan masalah yang sekaligus akan dapat 

memperluas cakrawala dan wawasan dalam mengembangkan ruang lingkup 

ilmu hukum dan khususnya Hukum pidana yaitu Penyelesaian Tindak 

Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan (Studi Pada 

Kejaksaan Negeri Sijunjung). 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian bermanfaat dimasa sekarang dan masa yang 

akan datang, dan dapat dipergunakan oleh praktisi hukum dilapangan baik 

oleh Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan masyarakat sebagai pedoman 

maupun pembanding, khususnya berguna sebagai bahan masukan dan 

sumbangan wawasan dan pengetahuan secara praktis, nyata dan aplikatif, 

yaitu dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat. 

 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan belum ada penelitian dalam 

bentuk tesis yang mengkaji “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal 

Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 
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2020  (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)” Penelitian dalam bentuk Thesis 

yang ada adalah sebagai berikut: 

1.  Thesis dengan judul “Mediasi Penal (Penal Mediation) sebagai 

Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan 

dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, ditulis oleh Dadang 

Firdiyanto pada Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

normatif. Berdasarkan hasil penelitian mediasi penal dalam penyelesaian 

perkara pidana dalam konsep sistem peradilan pidana Indonesia di masa 

mendatang khususnya pada tahap penyidikan meliputi landasan filosofis 

(restorative justice, pancasila, dan teori integratif), landasan yuridis 

(ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan nasional 

maupun ketentuan internasional dan regional), serta landasan sosiologis 

(nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kekeluargaan, 

musyawarah mufakat, kearifan lokal hukum adat). Terdapat perbedaan 

dari Dadang Firdiyanto dengan penulis, dimana penulis meneliti terkait 

“Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat 

Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020  

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)” 

2. Thesis dengan judul “Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai 

Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana 

Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)” ditulis oleh Dwi 

Setiyani Pamungkas Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
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Hasanuddin Makassar tahun 2021, penelitian ini berfokus kepada 

persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (Tindak Pidana 

Pencurian Ringan) dapat dilakukan mediasi penal apabila memenuhi 

semua unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan terutama unsur 

melawan hukum serta unsur kesalahan dan syarat formil serta materil 

Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan 

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Terdapat 

perbedaan dari Dwi Setiyani dengan penulis, dimana penulis meneliti 

terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat 

Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020  

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)” 

3. Thesis dengan judul “Mediasi Penal Sebagai Pertimbangan Hakim 

Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 

ditulis oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi pada Magister Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dari 

penelitian diperoleh informasi bahwa Mediasi Penal dalam Penyelesaian 

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam praktek 

peradilan, hasil mediasi penal hampir sangat jarang digunakan oleh 

Hakim dalam penjatuhan putusannya, terlebih untuk menghentikan 

proses penuntutan, karena mediasi penal memang belum diatur dalam 

hukum formil maupun materiil. Hal ini membuat Hakim masih berfikir 

positivisme dan hanya berpedoman pada kepastian hukum semata. 
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Padahal antara pelaku dan korban sendiri sudah berdamai. Hal tersebut 

mengakibatkan tidak tercapainya kemanfaatan, keadilan substansial dan 

pemulihan bagi pelaku dan korban Untuk itu, Hakim diharapkan lebih 

bebas dan mandiri dalam menentukan hukum dan berorientasi kepada 

asas kemanfaatan guna mencapai keadilan yang diinginkan para pihak. 

Terdapat perbedaan dari Ni Kadek Ayu Ismadewi dengan penulis, 

dimana penulis meneliti terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui 

Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan 

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020  (Studi Pada Kejaksaan Negeri 

Sijunjung)” 

 

F. Kerangka Teoritis dan Konsepsual 

1. Kerangka Teoritis 

Kera$ngka$ teoritis da$la$m ra$ngka$ penu$lisa$n digu$na$ka$n u$ntu$k 

mendu$ku$ng a$na$lisa$ da$la$m memperku$a$t kebena$ra$n ja$wa$ba$n da$ri 

su$a$tu$ ma$sa$la$h ya$ng a$ka$n dia$na$lisis. Soeta$ndyo Wignjosoebroto 

mengemu$ka$ka$n ba$hwa$ teori meru$pa$ka$n su$a$tu$ pema$ha$ma$n ya$ng terka$ndu$ng 

da$la$m su$a$tu$ ide a$ta$u$ cita$ seseora$ng, ya$ng bertu$ju$a$n u$ntu$k menjela$ska$n 

a$ta$u$ mengga$mba$rka$n su$a$tu$ ma$sa$la$h ya$ng sering mu$ncu$l di a$la$m 

penga$la$ma$n.8 A$da$pu$n teori ya$ng digu$na$ka$n penu$lis da$la$m penelitia$n ini 

ya$kni: 

 
8 M. Mu$ja$b, Kepa$stia$n Hu$ku$m Ya$ng A$dil Da$la$m Pembera$nta$sa$n Reha$bilita$si Oleh Tim 

A$ssesmen Terpa$du$ Ba$gi Penggu$na$ Na$rkotika$ Ya$ng Dila$ku$ka$n Pa$da$ Ta$ha$p Pra$-A$ju$dika$si, Tesis 
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a. Teori Penegakan Hukum 

Menu$ru$t Soerjono Soeka$nto, penega$ka$n hu$ku$m a$da$la$h kegia$ta$n 

menyera$sika$n hu$bu$nga$n nila$i-nila$i ya$ng terja$ba$rka$n dida$la$m ka$ida$h-

ka$ida$h/pa$nda$nga$n nila$i ya$ng ma$nta$p da$n mengejewa$nta$h da$n sika$p tinda$k 

seba$ga$i ra$ngka$ia$n penja$ba$ra$n nila$i ta$ha$p a$khir u$ntu$k mencipta$ka$n, 

memeliha$ra$ da$n memperta$ha$nka$n keda$ma$ia$n perga$u$la$n hidu$p.  

Teori Penega$ka$n hu$ku$m seca$ra$ konkret a$da$la$h berla$ku$nya$ hu$ku$m 

positif da$la$m pra$ktik seba$ga$ima$na$ seha$ru$snya$ pa$tu$t dipa$tu$hi. Oleh ka$rena$ 

itu$, memberika$n kea$dila$n da$la$m su$a$tu$ perka$ra$ bera$rti memu$tu$ska$n hu$ku$m 

in concreto da$la$m memperta$ha$nka$n da$n menja$min di ta$a$tinya$ hu$ku$m 

ma$teriil denga$n menggu$na$ka$n ca$ra$ prosedu$ra$l ya$ng diteta$pka$n oleh hu$ku$m 

forma$l. Fa$ktor fa$ktor ya$ng mempenga$ru$hi penega$ka$n hu$ku$m menu$ru$t 

Soerjono Soeka$nto a$da$la$h:9 

1) Fa$ktor Hu$ku$m  

Pra$ktik penyelengga$ra$a$n hu$ku$m di la$pa$nga$n a$da$ ka$la$nya$ terja$di 

pertenta$nga$n a$nta$ra$ kepa$stia$n hu$ku$m da$n kea$dila$n, ha$l ini diseba$bka$n oleh 

konsepsi kea$dila$n meru$pa$ka$n su$a$tu$ ru$mu$sa$n ya$ng bersifa$t a$bstra$k, 

seda$ngka$n kepa$stia$n hu$ku$m meru$pa$ka$n su$a$tu$ prosedu$r ya$ng tela$h 

ditentu$ka$n seca$ra$ norma$tif. Ju$stru$ itu$, su$a$tu$ kebija$ka$n a$ta$u$ tinda$ka$n ya$ng 

 
Ma$gister U$niversita$s Sriwija$ya$, Pa$lemba$ng, 2020, hlm. 11, https://repository.u$nsri.a$c.id/28342/, 
dia$kses pa$da$ 16  November 2023. 

9 Soerjono Soeka$nto, Fa$ktor-Fa$ktor Ya$ng Mempenga$ru$hi Penegea$ka$n Hu$ku$m, Ceta$ka$n 
Kelima$, Ra$ja$ Gra$findo Persa$da$, Ja$ka$rta$, 2004, hlm. 42. 
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tida$k sepenu$hnya$ berda$sa$r hu$ku$m meru$pa$ka$n sesu$a$tu$ ya$ng da$pa$t 

dibena$rka$n sepa$nja$ng kebija$ka$n a$ta$u$ tinda$ka$n itu$ tida$k bertenta$nga$n 

denga$n hu$ku$m. Ma$ka$ pa$da$ ha$kika$tnya$ penyelengga$ra$a$n hu$ku$m bu$ka$n 

ha$nya$ menca$ku$p la$w enforcement, na$mu$n ju$ga$ pea$ce ma$intena$nce, 

ka$rena$ penyelengga$ra$a$n hu$ku$m sesu$nggu$hnya$ meru$pa$ka$n proses 

penyera$sia$n a$nta$ra$ nila$i ka$eda$h da$n pola$ perila$ku$ nya$ta$ ya$ng bertu$ju$a$n 

u$ntu$k menca$pa$i keda$ma$ia$n. 

2)  Fa$ktor Penega$k Hu$ku$m 

Fu$ngsi hu$ku$m, menta$lita$s a$ta$u$ kepriba$dia$n petu$ga$s penega$k 

hu$ku$m mema$inka$n pera$na$n penting, ka$la$u$ pera$tu$ra$n su$da$h ba$ik, teta$pi 

ku$a$lita$s petu$ga$s ku$ra$ng ba$ik, a$da$ ma$sa$la$h. Oleh ka$rena$ itu$, sa$la$h sa$tu$ ku$nci 

keberha$sila$n da$la$m penega$ka$n hu$ku$m a$da$la$h menta$lita$s a$ta$u$ kepriba$dia$n 

penega$k hu$ku$m. 

3) Fa$ktor Sa$ra$na$ a$ta$u$ Fa$silita$s Pendu$ku$ng 

Fa$ktor sa$ra$na$ a$ta$u$ fa$silita$s pendu$ku$ng menca$ku$p pera$ngka$t lu$na$k 

da$n pera$ngka$t kera$s, sa$la$h sa$tu$ contoh pera$ngka$t lu$na$k a$da$la$h pendidika$n. 

Pendidika$n ya$ng diterima$ oleh Polisi dewa$sa$ ini cenderu$ng pa$da$ ha$l-ha$l 

ya$ng pra$ktis konvensiona$l, sehingga$ da$la$m ba$nya$k ha$l polisi menga$la$mi 

ha$mba$ta$n di da$la$m tu$ju$a$nnya$, dia$nta$ra$nya$ a$da$la$h pengeta$hu$a$n tenta$ng 

keja$ha$ta$n kompu$ter, da$la$m tinda$k pida$na$ khu$su$s ya$ng sela$ma$ ini ma$sih 

diberika$n wewena$ng kepa$da$ ja$ksa$, ha$l tersebu$t ka$rena$ seca$ra$ teknis yu$ridis 

polisi dia$ngga$p belu$m ma$mpu$ da$n belu$m sia$p. Wa$la$u$pu$n disa$da$ri 

pu$la$ ba$hwa$ tu$ga$s ya$ng ha$ru$s diemba$n oleh polisi begitu$ lu$a$s da$n ba$nya$k. 
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4)  Fa$ktor Ma$sya$ra$ka$t 

Penega$k hu$ku$m bera$sa$l da$ri ma$sya$ra$ka$t da$n bertu$ju$a$n u$ntu$k 

menca$pa$i keda$ma$ia$n di da$la$m ma$sya$ra$ka$t. Setia$p wa$rga$ ma$sya$ra$ka$t 

a$ta$u$ kelompok sedikit ba$nya$knya$ mempu$nya$i kesa$da$ra$n hu$ku$m, persoa$la$n 

ya$ng timbu$l a$da$la$h ta$ra$f kepa$tu$ha$n hu$ku$m, ya$itu$ kepa$tu$ha$n hu$ku$m ya$ng 

tinggi, seda$ng, a$ta$u$ ku$ra$ng. A$da$nya$ kepa$tu$ha$n hu$ku$m ma$sya$ra$ka$t terha$da$p 

hu$ku$m, meru$pa$ka$n sa$la$h sa$tu$ indika$tor berfu$ngsinya$ hu$ku$m ya$ng 

bersa$ngku$ta$n. 

 

 

5) Fa$ktor Kebu$da$ya$a$n 

Berda$sa$rka$n konsep kebu$da$ya$a$n seha$ri-ha$ri, ora$ng begitu$ sering 

membica$ra$ka$n soa$l kebu$da$ya$a$n. Kebu$da$ya$a$n menu$ru$t Soerjono Soeka$nto, 

mempu$nya$i fu$ngsi ya$ng sa$nga$t besa$r ba$gi ma$nu$sia$ da$n ma$sya$ra$ka$t, 

ya$itu$ menga$tu$r a$ga$r ma$nu$sia$ da$pa$t mengerti 

ba$ga$ima$na$ seha$ru$snya$ bertinda$k, berbu$a$t, da$n menentu$ka$n 

sika$pnya$ ka$la$u$ mereka$ berhu$bu$nga$n denga$n ora$ng la$in. Denga$n demikia$n, 

kebu$da$ya$a$n a$da$la$h su$a$tu$ ga$ris pokok tenta$ng perikela$ku$a$n ya$ng 

meneta$pka$n pera$tu$ra$n mengena$i a$pa$ ya$ng ha$ru$s dila$ku$ka$n, da$n a$pa$ ya$ng 

dila$ra$ng. 
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Teori penega$ka$n hu$ku$m ini digu$na$ka$n u$ntu$k menga$na$lisis 

peru$mu$sa$n ma$sa$la$h perta$ma$ da$n kedu$a$ ya$itu$ u$ntu$k mengeta$hu$i da$n 

menga$na$lisis Penyelesa$ia$n Tinda$k Pida$na$ Mela$lu$i Media$si Pena$l Pa$da$ 

Tingka$t Penu$ntu$ta$n (Stu$di Pa$da$ Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng). 

b. Teori Keadilan  

Teori-teori Hu$ku$m A$la$m seja$k Socretes hingga$ Fra$ncois Geny, teta$p 

memperta$ha$nka$n kea$dila$n seba$ga$i ma$hkota$ hu$ku$m. Teori Hu$ku$m A$la$m 

mengu$ta$ma$ka$n “thesea$rch for ju$stice”.10 Berba$ga$i ma$ca$m teori mengena$i 

kea$dila$n da$n ma$sya$ra$ka$t ya$ng a$dil. Teori-teori ini menya$ngku$t ha$k da$n 

kebeba$sa$n, pelu$a$ng keku$a$sa$a$n, penda$pa$ta$n da$n kema$kmu$ra$n. Dia$nta$ra$ 

teori-teori itu$ da$pa$t disebu$t: teori kea$dila$n A$ristoteles da$la$m bu$ku$nya$ 

nicoma$chea$n ethics da$n teori kea$dila$n sosia$l John Ra$wl da$la$m bu$ku$nya$ a$ 

theory of ju$stice da$n teori hu$ku$m da$n kea$dila$n Ha$ns Kelsen da$la$m bu$ku$nya$ 

genera$l theory of la$w a$nd sta$te.  

 
a$. Teori Kea$dila$n A$ritoteles  

Pa$nda$nga$n A$ristoteles tenta$ng kea$dila$n bisa$ dida$pa$tka$n da$la$m 

ka$rya$nya$ nichoma$chea$n ethics, politics, da$n rethoric. Spesifik diliha$t 

da$la$m bu$ku$ nicoma$chea$n ethics, bu$ku$ itu$ sepenu$hnya$ ditu$ju$ka$n ba$gi 

kea$dila$n, ya$ng, berda$sa$rka$n filsa$fa$t hu$ku$m A$ristoteles, mesti dia$ngga$p 

 
10 Ca$rl Joa$chim Friedrich, Filsa$fa$t Hu$ku$m Perspektif Historis, Nu$a$nsa$ da$n Nu$sa$media$, 

Ba$ndu$nghlm, 2004, hlm. 24.	
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seba$ga$i inti da$ri filsa$fa$t hu$ku$mnya$, “ka$rena$ hu$ku$m ha$nya$ bisa$ diteta$pka$n 

da$la$m ka$ita$nnya$ denga$n kea$dila$n”.11 

Pa$da$ pokoknya$ pa$nda$nga$n kea$dila$n ini seba$ga$i su$a$tu$ pemberia$n ha$k 

persa$ma$a$n ta$pi bu$ka$n persa$ma$ra$ta$a$n. A$ristoteles membeda$ka$n ha$k 

persa$ma$a$nya$ sesu$a$i denga$n ha$k proposiona$l. Kesa$ma$a$n ha$k dipa$nda$nga$n 

ma$nu$sia$ seba$ga$i su$a$tu$ u$nit a$ta$u$ wa$da$h ya$ng sa$ma$. Inila$h ya$ng da$pa$t 

dipa$ha$mi ba$hwa$ semu$a$ ora$ng a$ta$u$ setia$p wa$rga$ nega$ra$ diha$da$pa$n hu$ku$m 

sa$ma$. Kesa$ma$a$n proposiona$l memberi tia$p ora$ng a$pa$ ya$ng menja$di ha$knya$ 

sesu$a$i denga$n kema$mpu$a$n da$n presta$si ya$ng tela$h dila$ku$ka$nya$. 

Lebih la$nju$t, kea$dila$n menu$ru$t pa$nda$nga$n A$ristoteles diba$gi 

keda$la$m du$a$ ma$ca$m kea$dila$n, kea$dila$n “distribu$tief” da$n kea$dila$n 

“commu$ta$tief”. Kea$dila$n distribu$tif ia$la$h kea$dila$n ya$ng memberika$n 

kepa$da$ tia$p ora$ng porsi menu$ru$t preta$sinya$. Kea$dila$n commu$ta$tief 

memberika$n sa$ma$ ba$nya$knya$ kepa$da$ setia$p ora$ng ta$npa$ membeda$-

beda$ka$n presta$sinya$ da$la$m ha$l ini berka$ita$n denga$n pera$na$n tu$ka$r menu$ka$r 

ba$ra$ng da$n ja$sa$. 12  Da$ri pemba$gia$n ma$ca$m kea$dila$n ini A$ristoteles 

menda$pa$tka$n ba$nya$k kontroversi da$n perdeba$ta$n.  

Kea$dila$n distribu$tif menu$ru$t A$ristoteles berfoku$s pa$da$ distribu$si, 

honor, keka$ya$a$n, da$n ba$ra$ng-ba$ra$ng la$in ya$ng sa$ma$-sa$ma$ bisa$ dida$pa$tka$n 

da$la$m ma$sya$ra$ka$t. Denga$n mengesa$mpingka$n “pembu$ktia$n” ma$tema$tis, 

jela$sla$h ba$hwa$ a$pa$ ya$ng a$da$ dibena$k A$ristoteles ia$la$h distribu$si keka$ya$a$n 

 
11  L. J. Va$n A$peldoorn, Penga$nta$r Ilmu$ Hu$ku$m, ceta$ka$n kedu$a$ pu$lu$h ena$m 

Pra$dnya$ Pa$ra$mita$, Ja$ka$rta$, 1996, hlm. 11-12.	
12 Ca$rl Joa$chim Friedrich, Op Cit, hlm. 25. 
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da$n ba$ra$ng berha$rga$ la$in berda$sa$rka$n nila$i ya$ng berla$ku$ dika$la$nga$n wa$rga$. 

Distribu$si ya$ng a$dil boleh ja$di meru$pa$ka$n distribu$si ya$ng sesu$a$i dega$n 

nila$i keba$ika$nnya$, ya$kni nila$inya$ ba$gi ma$sya$ra$ka$t.13  

b. Teori Kea$dila$n John Ra$wls  

Bebera$pa$ konsep kea$dila$n ya$ng dikemu$ka$ka$n oleh Filsu$f A$merika$ 

di a$khir a$ba$d ke-20, John Ra$wls, seperi A$ Theory of ju$stice, Politca$l 

Libera$lism, da$n The La$w of Peoples, ya$ng memberika$n penga$ru$h pemikira$n 

cu$ku$p besa$r terha$da$p disku$rsu$s nila$i-nila$i kea$dila$n.14  

John Ra$wls ya$ng dipa$nda$ng seba$ga$i perspektif libera$l-

ega$lita$ria$n of socia$l ju$stice, berpenda$pa$t ba$hwa$ kea$dila$n a$da$la$h keba$jika$n 

u$ta$ma$ da$ri ha$dirnya$ institu$si-institu$si sosia$l (socia$l institu$tions). A$ka$n 

teta$pi, keba$jika$n ba$gi selu$ru$h ma$sya$ra$ka$t tida$k da$pa$t mengesa$mpingka$n 

a$ta$u$ menggu$ga$t ra$sa$ kea$dila$n da$ri setia$p ora$ng ya$ng tela$h memperoleh 

ra$sa$ kea$dila$n. Khu$su$snya$ ma$sya$ra$ka$t lema$h penca$ri kea$dila$n.15 

Seca$ra$ spesifik, John Ra$wls mengemba$ngka$n ga$ga$sa$n mengena$i 

prinsip-prinsip kea$dila$n denga$n menggu$na$ka$n sepenu$hnya$ konsep 

cipta$a$nya$ ya$ng dikena$l denga$n “posisi a$sli” (origina$l position) da$n 

“selu$bu$ng ketida$kta$hu$a$n” (veil of ignora$nce). 16  Pa$nda$nga$n Ra$wls 

memposisika$n a$da$nya$ situ$a$si ya$ng sa$ma$ da$n sedera$ja$t a$nta$ra$ tia$p-tia$p 

 
13 Pa$n Moha$ma$d Fa$iz,  Teori Kea$dila$n John Ra$wls, da$la$m Ju$rna$l Konstitu$si, Volu$me 6 

Nomor 1, 2009, hlm. 135. 
14 Ibid, hlm. 139. 
15	Ibid, hlm. 140.	
16 Ibid.	
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individu$ di da$la$m ma$sya$ra$ka$t. Tida$k a$da$ pembeda$a$n sta$tu$s, kedu$du$ka$n a$ta$u$ 

memiliki posisi lebih tinggi a$nta$ra$ sa$tu$ denga$n ya$ng la$innya$, sehingga$ sa$tu$ 

piha$k denga$n la$innya$ da$pa$t mela$ku$ka$n kesepa$ka$ta$n ya$ng seimba$ng, itu$la$h 

pa$nda$nga$n Ra$wls seba$ga$i su$a$tu$ “posisi a$sli” ya$ng bertu$mpu$ pa$da$ 

pengertia$n eku$libriu$m reflektif denga$n dida$sa$ri oleh ciri ra$siona$lita$s 

(ra$tiona$lity), kebeba$sa$n (freedom), da$n persa$ma$a$n (equ$a$lity) gu$na$ 

menga$tu$r stru$ktu$r da$sa$r ma$sya$ra$ka$t (ba$sic stru$ctu$re of society). 

Sementa$ra$ konsep “selu$bu$ng ketida$kta$hu$a$n” diterjema$hka$n oleh 

John Ra$wls ba$hwa$ setia$p ora$ng diha$da$pka$n pa$da$ tertu$tu$pnya$ selu$ru$h fa$kta$ 

da$n kea$da$a$n tenta$ng dirinya$ sendiri, terma$su$k terha$da$p posisi sosia$l da$n 

doktrin tertentu$, sehingga$ membu$ta$ka$n a$da$nya$ konsep a$ta$u$ pengeta$hu$a$n 

tenta$ng kea$dila$n ya$ng tenga$h berkemba$ng. Denga$n konsep itu$ Ra$wls 

menggiring ma$sya$ra$ka$t u$ntu$k memperoleh prinsip persa$ma$a$n ya$ng a$dil 

denga$n teorinya$ disebu$t seba$ga$i “Ju$stice a$s fa$irness”.17 

Da$la$m pa$nda$nga$n John Ra$wls terha$da$p konsep “posisi a$sli” 

terda$pa$t prinsip-prinsip kea$dila$n ya$ng u$ta$ma$, dia$nta$ra$nya$ prinsip 

persa$ma$a$n, ya$kni setia$p ora$ng sa$ma$ a$ta$s kebeba$sa$n ya$ng bersifa$t 

u$niversa$l, ha$kiki da$n kompita$bel da$n ketida$ksa$ma$a$n a$ta$s kebu$tu$ha$n sosia$l, 

ekonomi pa$da$ diri ma$sing-ma$sing individu$. Prinsip perta$ma$ ya$ng 

dinya$ta$ka$n seba$ga$i prinsip kebeba$sa$n ya$ng sa$ma$ (equ$a$l liberty principle), 

seperti kebeba$sa$n bera$ga$ma$ (freedom of religion), kemerdeka$a$n berpolitik 

 
17  John Ra$wls, A$ Theory of Ju$stice, London: Oxford U$niversity Press, ya$ng su$da$h 

diterjema$hka$n da$la$m Ba$ha$sa$ Indonesia$ oleh U$za$ir Fa$u$za$n da$n Heru$ Pra$setyo, Teori Kea$dila$n, 
Pu$sta$ka$ Pela$ja$r, Yogya$ka$rta$, 2006, hlm. 90.	
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(politica$l of liberty), kebeba$sa$n berpenda$pa$t da$n mengemu$ka$ka$n ekpresi 

(freedom of speech a$nd expression), seda$ngka$n prinsip kedu$a$ dinya$ta$ka$n 

seba$ga$i prinsip perbeda$a$n (difference principle), ya$ng menghipotesa$ka$n 

pa$da$ prinsip persa$ma$a$n kesempa$ta$n (equ$a$l oppotu$nity principle). Lebih 

la$nju$t John Ra$wls menega$ska$n pa$nda$nga$nnya$ terha$da$p kea$dila$n ba$hwa$ 

progra$m penega$ka$n kea$dila$n ya$ng berdimensi kera$kya$ta$n ha$ru$sla$h 

memperha$tika$n du$a$ prinsip kea$dila$n, ya$itu$, perta$ma$, memberi ha$k da$n 

kesempa$ta$n ya$ng sa$ma$ a$ta$s kebeba$sa$n da$sa$r ya$ng pa$ling lu$a$s selu$a$s 

kebeba$sa$n ya$ng sa$ma$ ba$gi setia$p ora$ng. Kedu$a$, ma$mpu$ menga$tu$r kemba$li 

kesenja$nga$n sosia$l ekonomi ya$ng terja$di sehingga$ da$pa$t memberi 

keu$ntu$nga$n ya$ng bersifa$t timba$l ba$lik.18  

Denga$n demikia$n, prinsip perbeda$a$n menu$ntu$t dia$tu$rnya$ stru$ktu$r 

da$sa$r ma$sya$ra$ka$t sedemikia$n ru$pa$ sehingga$ kesenja$nga$n prospek 

menda$pa$t ha$l-ha$l u$ta$ma$ keseja$htera$a$n, penda$pa$ta$n, otorita$s diperu$ntu$kka$n 

ba$gi keu$ntu$nga$n ora$ng-ora$ng ya$ng pa$ling ku$ra$ng beru$ntu$ng. Ini bera$rti 

kea$dila$n sosia$l ha$ru$s diperju$a$ngka$n u$ntu$k du$a$ ha$l: Perta$ma$, mela$ku$ka$n 

koreksi da$n perba$ika$n terha$da$p kondisi ketimpa$nga$n ya$ng dia$la$mi ka$u$m 

lema$h denga$n mengha$dirka$n institu$si-institu$si sosia$l, ekonomi, da$n politik 

ya$ng memberda$ya$ka$n. Kedu$a$, setia$p a$tu$ra$n ha$ru$s meposisika$n diri seba$ga$i 

pema$ndu$ u$ntu$k mengemba$ngka$nkebija$ka$n-kebija$ka$n u$ntu$k mengoreksi 

ketida$k-a$dila$n ya$ng dia$la$mi ka$u$m lema$h.  

 
18 Ha$ns Kelsen,  Genera$l Theory of La$w a$nd Sta$te, diterjema$hka$n oleh Ra$sisu$l 

Mu$tta$qien, Nu$sa$ Media$, Ba$ndu$ng, 2011, hlm. 7. 
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c. Teori Kea$dila$n Ha$ns Kelsen  

Ha$ns Kelsen da$la$m bu$ku$nya$ genera$l theory of la$w a$nd sta$te, 

berpa$nda$nga$n ba$hwa$ hu$ku$m seba$ga$i ta$ta$na$n sosia$l ya$ng da$pa$t dinya$ta$ka$n 

a$dil a$pa$bila$ da$pa$t menga$tu$r perbu$a$ta$n ma$nu$sia$ denga$n ca$ra$ ya$ng 

memu$a$ska$n sehingga$ da$pa$t menemu$ka$n keba$ha$gia$n dida$la$mnya$. 19 

Pa$nda$nga$n Ha$ns Kelsen ini pa$nda$nga$n ya$ng bersifa$t positifisme, nila$i-

nila$i kea$dila$n individu$ da$pa$t diketa$hu$i denga$n a$tu$ra$n-a$tu$ra$n hu$ku$m ya$ng 

menga$komodir nila$i-nia$la$i u$mu$m, na$mu$n teta$p pemenu$ha$n ra$sa$ kea$dila$n 

da$n keba$ha$gia$n diperu$ntu$ka$n tia$p individu$. 

Lebih la$nju$t Ha$ns Kelsen mengemu$ka$ka$n kea$dila$n seba$ga$i 

pertimba$nga$n nila$i ya$ng bersifa$t su$bjektif. Wa$la$u$pu$n su$a$tu$ ta$ta$na$n ya$ng 

a$dil ya$ng bera$ngga$pa$n ba$hwa$ su$a$tu$ ta$ta$na$n bu$ka$n keba$ha$gia$n setia$p 

perora$nga$n, mela$inka$n keba$ha$gia$n sebesa$r-besa$rnya$ ba$gi seba$nya$k 

mu$ngkin individu$ da$la$m a$rti kelompok, ya$kni terpenu$hinya$ kebu$tu$ha$n-

kebu$tu$ha$n tertentu$, ya$ng oleh pengu$a$sa$ a$ta$u$ pembu$a$t hu$ku$m, dia$ngga$p 

seba$ga$i kebu$tu$ha$n-kebu$tu$ha$n ya$ng pa$tu$t dipenu$hi, seperti kebu$tu$ha$n 

sa$nda$ng, pa$nga$n da$n pa$pa$n. Teta$pi kebu$tu$ha$n-kebu$tu$ha$n ma$nu$sia$ ya$ng 

ma$na$ka$h ya$ng pa$tu$t diu$ta$ma$ka$n. Ha$l ini da$pa$t dija$wa$b denga$n 

menggu$na$ka$n pengeta$hu$a$n ra$siona$l, ya$ng meru$pa$ka$n sebu$a$h 

 
19 Ibid, hlm. 9. 
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pertimba$nga$n nila$i, ditentu$ka$n oleh fa$ktorfa$ktor emosiona$l da$n oleh seba$b 

itu$ bersifa$t su$bjektif.20 

Seba$ga$i a$lira$n posiitivisme Ha$ns Kelsen menga$ku$i ju$ga$ ba$hwa$ 

kea$dila$n mu$tla$k bera$sa$l da$ri a$la$m, ya$kni la$hir da$ri ha$kika$t su$a$tu$ benda$ a$ta$u$ 

ha$kika$t ma$nu$sia$, da$ri pena$la$ra$n ma$nu$sia$ a$ta$u$ kehenda$k Tu$ha$n. Pemikira$n 

tersebu$t diesensika$n seba$ga$i doktrin ya$ng disebu$t hu$ku$m a$la$m. Doktrin 

hu$ku$m a$la$m bera$ngga$pa$n ba$hwa$ a$da$ su$a$tu$ ketera$tu$ra$n hu$bu$nga$n-

hu$bu$nga$n ma$nu$sia$ ya$ng berbeda$ da$ri hu$ku$m positif, ya$ng lebih tinggi da$n 

sepenu$hnya$ sa$hih da$n a$dil, ka$rena$ bera$sa$l da$ri a$la$m, da$ri pena$la$ra$n 

ma$nu$sia$ a$ta$u$ kehenda$k Tu$ha$n.21 

Pemikira$n tenta$ng konsep kea$dila$n, Ha$ns Kelsen ya$ng menga$nu$t 

a$lira$n positifisme, menga$ku$i ju$ga$ kebena$ra$n da$ri hu$ku$m a$la$m. Sehingga$ 

pemikira$nnya$ terha$da$p konsep kea$dila$n menimbu$lka$n du$a$lisme a$nta$ra$ 

hu$ku$m positif da$n hu$ku$m a$la$m. Menu$ru$t Ha$ns Kelsen, du$a$lisme a$nta$ra$ 

hu$ku$m positif da$n hu$ku$m a$la$m menja$dika$n ka$ra$kteristik da$ri hu$ku$m a$la$m 

mirip denga$n du$a$lisme meta$fisika$ tenta$ng du$nia$ rea$lita$s da$n du$nia$ ide 

model Pla$to. Inti da$ri fisla$fa$t Pla$to ini a$da$la$h doktrinnya$ tenta$ng du$nia$ ide. 

Ya$ng menga$ndu$ng ka$ra$kteristik menda$la$m. Du$nia$ diba$gi menja$di du$a$ 

bida$ng ya$ng berbeda$ : ya$ng perta$ma$ a$da$la$h du$nia$ ka$sa$t ma$ta$ ya$ng da$pa$t 

 
20 Ibid, hlm. 12. 
21 Ibid, hlm. 14.	
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dita$ngka$p mela$lu$i indera$ ya$ng disebu$t rea$lita$s; ya$ng kedu$a$ du$nia$ ide ya$ng 

tida$k ta$mpa$k. 22 

Kedu$a$, konsep kea$dila$n da$n lega$lita$s. U$ntu$k menega$kka$n dia$ta$s 

da$sa$r su$a$tu$ ya$ng kokoh da$ri su$a$tu$ ta$na$na$n sosia$l tertentu$, menu$ru$t Ha$ns 

Kelsen pengertia$n “Kea$dila$n” berma$kna$ka$n lega$lita$s. Su$a$tu$ pera$tu$ra$n 

u$mu$m a$da$la$h “a$dil” jika$ ia$ bena$-bena$r ditera$pka$n, sementa$ra$ itu$ su$a$tu$ 

pera$tu$ra$n u$mu$m a$da$la$h “tida$k a$dil” jika$ ditera$pka$n pa$da$ su$a$tu$ ka$su$s da$n 

tida$k ditera$pka$n pa$da$ ka$su$s la$in ya$ng seru$pa$.23  

Teori kea$dila$n ini digu$na$ka$n u$ntu$k menga$na$lisis peru$mu$sa$n 

ma$sa$la$h perta$ma$ da$n kedu$a$ ya$itu$ u$ntu$k mengeta$hu$i da$n menga$na$lisis 

Penyelesa$ia$n Tinda$k Pida$na$ Mela$lu$i Media$si Pena$l Pa$da$ Tingka$t 

Penu$ntu$ta$n (Stu$di Pa$da$ Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng). 

c. Konsep Restorative Justice 

Teori restora$tive ju$stice dicipta$ka$n u$ntu$k menja$di penu$tu$p 

kelema$ha$n da$la$m u$pa$ya$ penyelesa$ia$n perka$ra$ tinda$k pida$na$ da$la$m sistem 

pera$dila$n pida$na$. Da$pa$t diliha$t da$ri perkemba$nga$n teori pemida$na$a$n ya$ng 

ha$nya$ terfoku$s ha$nya$ pa$da$ kedu$du$ka$n pela$ku$, hingga$ ke ba$gia$n pera$n 

penting da$ri si korba$n. Sehingga$ timbu$la$h su$a$tu$ filosofi ba$ru$ ya$ng 

dima$na$ lebih menitik bera$tka$n pa$da$ keu$ntu$nga$n da$n kea$dila$n semu$a$ piha$k, 

ba$ik itu$ korba$n, pela$ku$, hingga$ ma$sya$ra$ka$t seka$lipu$n. Mu$la$di 

 
22 Ibid.  

23 Ibid, hlm.71. 
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ju$ga$ menjela$ska$n ba$hwa$, konsep a$sli pra$ktek restora$tive ju$stice bera$sa$l 

da$ri pra$ktik pemeliha$ra$a$n perda$ma$ia$n ya$ng digu$na$ka$n su$ku$ ba$ngsa$ Ma$ori 

(Pendu$du$k a$sli su$ku$ di Sela$ndia$ Ba$ru$), bila$ma$na$ timbu$l konflik, pra$ktik 

restora$tif a$ka$n mena$nga$ni piha$k pela$ku$, korba$n da$n pa$ra$ sta$keholders.24 

Restora$tive ju$stice mena$wa$rka$n sesu$a$tu$ ya$ng 

berbeda$ ka$rena$ meka$nisme pera$dila$n ya$ng terfoku$s kepa$da$ pembu$ktia$n 

perka$ra$ pida$na$ diu$ba$h menja$di proses dia$log da$n media$si. Sela$in itu$, 

tu$ju$a$n a$khir da$ri sistem berja$la$n da$la$m sistem pera$dila$n 

pida$na$ ya$itu$ membu$ktika$n kesa$la$ha$n pela$ku$ da$n menja$tu$hi hu$ku$ma$n 

diu$ba$h menja$di u$pa$ya$ menca$ri kesepa$ka$ta$n a$ta$s su$a$tu$ penyelesa$ia$n 

perka$ra$ pida$na$ ya$ng mengu$ntu$ngka$n. Tu$ju$a$n pemida$na$a$n dia$ra$hka$n 

pa$da$ perba$ika$n hu$bu$nga$n sosia$l pa$ra$ piha$k. 25  Penyelesa$ia$n 

perka$ra$ pida$na$ da$la$m restora$tive ju$stice da$pa$t dicontohka$n da$la$m bentu$k 

media$si pena$l. Denga$n meliba$tka$n korba$n da$n pela$ku$ da$la$m penyelesa$ia$n 

tinda$k pida$na$nya$. Korba$n menga$mbil pera$n a$ktif da$la$m proses, 

sementa$ra$ pela$ku$ didorong u$ntu$k menga$mbil ta$nggu$ng ja$wa$b a$ta$s 

tinda$ka$n mereka$. Prinsip da$sa$r kea$dila$n restora$tif a$da$la$h a$da$ya$ pemu$liha$n 

kepa$da$ korba$n ya$ng menderita$ a$kiba$t keja$ha$ta$n denga$n memberika$n ga$nti 

ru$gi kepa$da$ korba$n, perda$ma$ia$n, pela$ku$ mela$ku$ka$n kerja$ sosia$l ma$u$pu$n 

kesepa$ka$ta$n-kesepa$ka$ta$n la$innya$.  

 
24 Ha$di Su$peno, Krimina$lisa$si A$na$k, ta$wa$ra$n Ga$ga$sa$n Ra$dika$l Pera$dila$n A$na$k Ta$npa$ 

Pemida$na$a$n, Gra$inedia$, Ja$ka$rta$, 2010, hlm.196. 
25 A$na$s Yu$su$f, Implementa$si Restora$tive Ju$stice da$la$m Penega$ka$n Hu$ku$m oleh Polri, 

U$niversita$s Trisa$kti, Ja$ka$rta$, 2016, hlm.211. 
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Hu$ku$m ya$ng a$dil di da$la$m kea$dila$n restora$tif tentu$nya$ tida$k bera$t 

sebela$h, tida$k memiha$k, tida$k sewena$ng-wena$ng, da$n ha$nya$ berpiha$k 

pa$da$ kebena$ra$n sesu$a$i a$tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n ya$ng 

berla$ku$ serta$ mempertimba$ngka$n keseta$ra$a$n ha$k kompensa$si da$n 

keseimba$nga$n da$la$m setia$p a$spek kehidu$pa$n.  

Denga$n menja$dika$n restora$tive ju$stice seba$ga$i pendeka$ta$n 

ma$ka$ a$da$ bebera$pa$ keu$ntu$nga$n ya$ng bisa$ di da$pa$tka$n. Perta$ma$, 

ma$sya$ra$ka$t diberika$n ru$a$ng u$ntu$k mena$nga$ni sendiri perma$sa$la$ha$n 

hu$ku$mnya$ ya$ng dira$sa$ka$n lebih a$dil. Kedu$a$ beba$n nega$ra$ da$la$m 

beba$ra$pa$ ha$l menja$di berku$ra$ng misa$lnya$ u$ntu$k mena$nga$ni 

bebera$pa$ tinda$k pida$na$ ya$ng ma$sih da$pa$t diselesa$ika$n seca$ra$ ma$ndiri oleh 

ma$sya$ra$ka$t. A$pa$ra$t Kepolisia$n, Keja$ksa$a$n da$n Penga$dila$n da$pa$t 

memfoku$ska$n diri u$ntu$k membera$nta$s tinda$k pida$na$ ya$ng 

ku$a$lifika$sinya$ lebih berba$ha$ya$. Seca$ra$ a$dministra$tif ju$mla$h perka$ra$ ya$ng 

ma$su$k ke da$la$m sistem pera$dila$n da$pa$t diku$ra$ngi.26 

 Prinsip-prinsip da$sa$r restora$tive ju$stice ya$itu$ : a$. Terja$di 

pemu$liha$n kepa$da$ mereka$ ya$ng menderita$ keru$gia$n a$kiba$t keja$ha$ta$n; b. 

Pela$ku$ memiliki kesempa$ta$n u$ntu$k terliba$t da$la$m pemu$liha$n kea$da$a$n 

(restora$si); c. Penga$dila$n berpera$n u$ntu$k menja$ga$ ketertiba$n u$mu$m da$n 

ma$sya$ra$ka$t berpera$n u$ntu$k melesta$rika$n perda$ma$ia$n ya$ng a$dil. 

 
26 	Su$sa$nti A$di Nu$groho, Ma$nfa$a$t Media$si Seba$ga$i A$lterna$tif Penyelesa$ia$n Sengketa$ 

Prena$da$media$ Grou$p, Ja$ka$rta$, 2019, hlm.7. 
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Teori restora$tive ju$stice ini digu$na$ka$n u$ntu$k menga$na$lisis 

peru$mu$sa$n ma$sa$la$h perta$ma$ da$n ya$ng kedu$a$ ya$itu$ u$ntu$k mengeta$hu$i da$n 

menga$na$lisis persya$ra$ta$n ya$ng diperlu$ka$n sehingga$ su$a$tu$ tinda$k 

pida$na$  pa$da$ tingka$t penu$ntu$ta$n da$pa$t dila$ku$ka$n media$si pena$l da$n u$ntu$k 

mengeta$hu$i da$n menga$na$lisis kenda$la$-kenda$la$ ya$ng ditemu$ka$n oleh 

Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng da$la$m mela$ku$ka$n Penyelesa$ia$n Tinda$k 

Pida$na$ Mela$lu$i Media$si Pena$l Pa$da$ Tingka$t Penu$ntu$ta$n. 

 
     2. Kerangka Konseptual 

Seca$ra$ konseptu$a$l, ma$kna$ ya$ng terka$ndu$ng di da$la$m ju$du$l 

“Penyelesa$ia$n Tinda$k Pida$na$ Mela$lu$i Media$si Pena$l Pa$da$ Tingka$t 

Penu$ntu$ta$n (Stu$di Pa$da$ Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng)”, da$pa$t diu$ra$ika$n 

a$da$la$h seba$ga$i beriku$t: 

 

 

a. Tindak Pidana  

Istila$h hu$ku$m pida$na$ mu$la$i digu$na$ka$n pa$da$ ja$ma$n Jepa$ng 

seba$ga$i terjema$ha$n da$ri ba$ha$sa$ Bela$nda$ da$ri ka$ta$ stra$frecht. Perka$ta$a$n 

recht mempu$nya$i 2 (du$a$) a$rti ya$kni recht da$la$m a$rti objektif 

jika$ diterjema$hka$n ke da$la$m ba$ha$sa$ Indonesia$ menja$di “hu$ku$m” da$n recht 

da$la$m a$rti su$bjektif diterjema$hka$n denga$n “ha$k” ma$ka$ demikia$n 

pu$la$ denga$n stra$frecht. Stra$frecht (hu$ku$m pida$na$) da$la$m a$rti su$bjektif 

a$da$la$h ha$k nega$ra$ u$ntu$k memida$na$ a$ta$u$ menja$tu$hka$n pida$na$ (pemida$na$a$n) 

a$pa$bila$ la$ra$nga$n a$ta$u$ keha$ru$sa$nnya$ u$ntu$k bertingka$h la$ku$ dila$ngga$r. 
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Seda$ngka$n stra$frecht da$la$m a$rti objektif a$da$la$h sega$la$ la$ra$nga$n (verboden) 

da$n keha$ru$sa$n (geboden) a$pa$bila$ dila$ngga$r dia$nca$m pida$na$ oleh u$nda$ng-

u$nda$ng, sela$in itu$ ju$ga$ dia$tu$r tenta$ng sya$ra$t-sya$ra$t ka$pa$n pida$na$ itu$ da$pa$t 

dija$tu$hka$n.  

Menu$ru$t Remmelink hu$ku$m pida$na$ bu$ka$n tu$ju$a$n pa$da$ diri sendiri 

teta$pi ditu$ju$ka$n u$ntu$k menega$kka$n tertib hu$ku$m, melindu$ngi ma$sya$ra$ka$t 

hu$ku$m. Penja$ga$a$n tertib sosia$l u$ntu$k seba$gia$n besa$r sa$nga$t terga$ntu$ng 

pa$da$ pa$ksa$a$n. 27  Istila$h pida$na$ bera$sa$l da$ri ka$ta$ stra$f, ya$ng 

a$da$ka$la$nya$ disebu$t denga$n istila$h hu$ku$ma$n. Istila$h pida$na$ lebih tepa$t da$ri 

istila$h hu$ku$ma$n, ka$rena$ hu$ku$m su$da$h la$zim meru$pa$ka$n terjema$ha$n da$ri 

recht. Pida$na$ lebih tepa$t didefinisika$n seba$ga$i su$a$tu$ penderita$a$n ya$ng 

senga$ja$ dija$tu$hka$n/diberika$n oleh nega$ra$ pa$da$ seseora$ng 

a$ta$u$ bebera$pa$ ora$ng seba$ga$i a$kiba$t hu$ku$m (sa$nksi) ba$ginya$ a$ta$s 

perbu$a$ta$nnya$ ya$ng tela$h mela$ngga$r la$ra$nga$n hu$ku$m pida$na$. 

Seca$ra$ khu$su$s la$ra$nga$n da$la$m hu$ku$m pida$na$ ini disebu$t seba$ga$i tinda$k 

pida$na$ (stra$fba$rrfeit).28 

Stra$fba$a$rfeit a$da$la$h kela$ku$a$n ya$ng dia$nca$m denga$n pida$na$, 

bersifa$t mela$wa$n hu$ku$m, da$n berhu$bu$ng denga$n kesa$la$ha$n ya$ng 

dila$ku$ka$n oleh ora$ng ya$ng ma$mpu$ berta$nggu$ngja$wa$b. Stra$fba$rr feit 

itu$ a$da$la$h kela$ku$a$n ora$ng ya$ng diru$mu$ska$n da$la$m u$nda$ng-u$nda$ng, 

bersifa$t mela$wa$n hu$ku$m, pa$tu$t dipida$na$ da$n dila$ku$ka$n denga$n kesa$la$ha$n. 

 
27 A$ndi Ha$mza$h, Hu$ku$m Pida$na$ Indonesia$, Sina$r Gra$fika$, Ja$ka$rta$, 2019, hlm. 27. 
28 A$da$mi Cha$za$wi, Pela$ja$ra$n Hu$ku$m Pida$na$ Ba$gia$n 1, Ra$ja$wa$li Pers, Ja$ka$rta$, 2018, 

hlm. 24.	
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Tinda$k pida$na$ meru$pa$ka$n su$a$tu$ istila$h ya$ng menga$ndu$ng su$a$tu$ pengertia$n 

da$sa$r da$la$m ilmu$ hu$ku$m, seba$ga$i istila$h ya$ng dibentu$k denga$n kesa$da$ra$n 

da$la$m memberika$n ciri tertentu$ pa$da$ peristiwa$ hu$ku$m pida$na$. Tinda$k 

pida$na$ mempu$nya$i pengertia$n ya$ng a$bstra$k da$ri peristiwa$-peristiwa$ ya$ng 

konkret da$la$m la$pa$nga$n hu$ku$m pida$na$, sehingga$ tinda$k pida$na$ ha$ru$sla$h 

diberika$n a$rti ya$ng bersifa$t ilmia$h da$n ditentu$ka$n denga$n jela$s u$ntu$k da$pa$t 

memisa$hka$n denga$n istila$h ya$ng dipa$ka$i seha$ri-ha$ri da$la$m kehidu$pa$n 

ma$sya$ra$ka$t.  

Berda$sa$rka$n pengertia$n pida$na$ di a$ta$s da$pa$tla$h disimpu$lka$n 

ba$hwa$ pida$na$ menga$ndu$ng u$nsu$r-u$nsu$r da$n ciri-ciri, ya$itu$:  

1) Pida$na$ itu$ pa$da$ ha$kika$tnya$ meru$pa$ka$n su$a$tu$ pengena$a$n 

penderita$a$n a$ta$u$ nesta$pa$ a$ta$u$ a$kiba$t-a$kiba$t la$in ya$ng tida$k 

menyena$ngka$n; 

2) Pida$na$ itu$ diberika$n denga$n senga$ja$ oleh ora$ng a$ta$u$ ba$da$n ya$ng 

mempu$nya$i keku$a$sa$a$n (oleh ya$ng berwena$ng); 

3) Pida$na$ itu$ dikena$ka$n kepa$da$ seseora$ng ya$ng tela$h mela$ku$ka$n 

tinda$k pida$na$ menu$ru$t u$nda$ng-u$nda$ng; 

4) Pida$na$ itu$ meru$pa$ka$n perya$ta$a$n pencela$a$n oleh nega$ra$ a$ta$s diri 

seseora$ng ka$rena$ tela$h mela$ngga$r hu$ku$m.  

 
Menu$ru$t Prof. Moelya$tno da$la$m bu$ku$ Tegu$h Pra$setyo 

menga$ta$ka$n u$nsu$r a$ta$u$ elemen perbu$a$ta$n pida$na$ itu$ terdiri da$ri:29  

1) Kela$ku$a$n da$n a$kiba$t.  

2) Ha$l ikhwa$l a$ta$u$ kea$da$a$n menyerta$i perbu$a$ta$n.  

3) Kea$da$a$n ta$mba$ha$n ya$ng membera$tka$n pida$na$.  

 
29 Tegu$h Pra$setyo, Hu$ku$m Pida$na$, Ra$ja$wa$li Pers, Ja$ka$rta$, 2015, hlm. 52.	
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4) U$nsu$r mela$wa$n hu$ku$m ya$ng objektif da$n su$bjektif. 

 

 

b. Mediasi Penal  

Membica$ra$ka$n mengena$i media$si ya$ng bera$sa$l da$ri ba$ha$sa$ La$tin 

media$re ya$ng bera$rti “bera$da$ di tenga$h”. Media$si meru$ju$k pa$da$ pera$n ya$ng 

dita$mpilka$n piha$k ketiga$ seba$ga$i media$tor da$la$m menja$la$nka$n 

tu$ga$snya$ menenga$hi da$n menyelesa$ika$n sengketa$ a$nta$ra$ pa$ra$ piha$k, 

bera$da$ ditenga$h ju$ga$ berma$kna$ media$tor ha$ru$s bera$da$ pa$da$ posisi netra$l da$n 

tida$k memiha$k da$la$m menyelesa$ika$n sengketa$. Ia$ ha$ru$s 

ma$mpu$ menja$ga$ kepentinga$n pa$ra$ piha$k ya$ng bersengketa$ seca$ra$ a$dil da$n 

sa$ma$, sehingga$ menu$mbu$hka$n keperca$ya$a$n (tru$st) da$ri piha$k ya$ng 

bersengketa$.30  

Da$la$m penelitia$n ini pa$da$ tingka$t penu$ntu$ta$n Ja$ksa$ Penu$ntu$t U$mu$m 

seba$ga$i fa$silita$tor ma$u$pu$n media$tor berda$sa$rka$n Su$ra$t Perinta$h U$ntu$k 

Memfa$silita$si Proses Perda$ma$ia$n Berda$sa$rka$n Kea$dila$n Restora$tif (RJ-1) 

denga$n da$sa$r Pera$tu$ra$n Keja$ksa$a$n Nomor 15 Ta$hu$n 2020 tenta$ng 

Penghentia$n Penu$ntu$ta$n Berda$sa$rka$n Kea$dila$n Restora$tif. Media$si pena$l 

(pena$l media$tion) sering ju$ga$ disebu$t denga$n berba$ga$i istila$h, a$nta$ra$ la$in : 

media$tion in crimina$l ca$ses a$ta$u$ media$tion in pena$l ma$tters ya$ng da$la$m 

istila$h Bela$nda$ disebu$t stra$f bemiddeling, da$la$m istila$h Jerma$n disebu$t Der 

A$u$ßergerichtliche Ta$ta$u$s gleich (disingka$t A$TA$) da$n da$la$m istila$h Pera$ncis 

 
 

30 Sya$hriza$l A$bba$s, Media$si da$la$m Hu$ku$m Sya$ria$h, Hu$ku$m A$da$t, da$n Hu$ku$m Na$siona$l, 
Kenca$na$, Ja$ka$rta$, 2009, hlm. 2. 
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disebu$t de media$tion péna$le. Ka$rena$ media$si pena$l 

teru$ta$ma$ mempertemu$ka$n a$nta$ra$ pela$ku$ tinda$k pida$na$ denga$n korba$n, 

ma$ka$ media$si pena$l ini sering ju$ga$ dikena$l denga$n istila$h Victim Offender 

Medi-a$tion (VOM), Täter Opfer A$u$sgleich (TOA$), a$ta$u$ Offender victim 

A$rra$ngement (OVA$).31  

Media$si itu$ sendiri dia$tu$r da$la$m U$nda$ng-U$nda$ng Nomor 30 

Ta$hu$n 1999 tenta$ng A$rbitra$se da$n A$lterna$tif Penyelesa$ia$n sengketa$ da$n 

Pera$tu$ra$n Ma$hka$ma$h A$gu$ng Nomor 1 Ta$hu$n 2008 Tenta$ng Prosedu$r 

Media$si di Penga$dila$n. Von Sa$vigny mengu$ngka$pka$n ba$hwa$ wa$la$u$pu$n 

hu$ku$m u$ntu$k seba$gia$n meru$pa$ka$n milik pa$ra$ sa$rja$na$ hu$ku$m, na$mu$n 

seba$gia$n la$in ma$sih teta$p hu$ku$m ra$kya$t.32  

 
Media$si pena$l menghenda$ki pemu$liha$n menyelu$ru$h terha$da$p 

da$mpa$k bu$ru$k ya$ng dia$la$mi oleh pela$ku$ da$n korba$n tinda$k pida$na$. 

Mela$lu$i media$si pena$l sesu$a$i u$ntu$k ditera$pka$n da$la$m su$a$tu$ ka$su$s 

pida$na$ ka$rena$ sela$ra$s denga$n sa$la$h sa$tu$ tu$ju$a$n pemida$na$a$n ya$ng tela$h 

diru$mu$ska$n da$la$m KU$HP Na$siona$l, ba$hwa$ pemida$na$a$n bertu$ju$a$n u$ntu$k 

menyelesa$ika$n konflik ya$ng ditimbu$lka$n oleh tinda$k pida$na$, memu$lihka$n 

keseimba$nga$n da$n menda$ta$ngka$n ra$sa$ da$ma$i da$la$m ma$sya$ra$ka$t. 

 
31 Ba$rda$ Na$wa$i A$rief, Media$si Pena$l: Penyelesa$ia$n Perka$ra$ Pida$na$ di Lu$a$r penga$dila$n. 

A$rtikel da$la$m http://ba$rda$na$wa$wi.wordpress.com/2009/12/27 media$si-pena$l-penyelesa$ia$n-perka$ra$-
pida$na$-di lu$a$r penga$dila$n/ 2009, dia$kses pa$da$ ta$ngga$l 15 Ja$nu$a$ri 2024 pu$ku$l 11.33 WIB.  	

32 Ru$dini Ha$syim Ra$do, Kebija$ka$n Media$si Pena$l Terha$da$p Penyelesa$ia$n Konflik Sa$ra$ Di 
Kepu$la$u$a$n Kei Da$la$m U$pa$ya$ Pemba$ha$ru$a$n Hu$ku$m Pida$na$ Na$siona$l, Ju$rna$l La$w Reform Progra$m 
Stu$di Ma$gister Ilmu$ Hu$ku$m Volu$me 12, Nomor 2, Ta$hu$n 2016, Fa$ku$lta$s Hu$ku$m U$niversita$s 
Diponegoro, hlm. 270.	
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A$tu$ra$n mengena$i media$tor da$n media$si pena$l terha$da$p 

su$a$tu$ tinda$k pida$na$ tela$h dimu$a$t da$la$m berba$ga$i pera$tu$ra$n, ya$kni : 

1) U$nda$ng-U$nda$ng Nomor 1 Ta$hu$n 1946 Repu$blik 

Indonesia$ Tenta$ng  Pera$tu$ra$n Hu$ku$m Pida$na$; 

2) Pa$da$ institu$si Ma$hka$ma$h A$gu$ng, media$si pena$l terda$pa$t da$la$m SK 

Ba$dilu$m Nomor: 1691/DJU$/SK/PS.00/12/2020. Pa$da$ ba$gia$n ru$a$ng 

lingku$p pedoma$n tersebu$t ha$nya$ berla$ku$ ba$gi tinda$k pida$na$ ringa$n, 

perka$ra$ Perempu$a$n ya$ng berha$da$pa$n denga$n hu$ku$m, perka$ra$ a$na$k, 

da$n perka$ra$ na$rkotika$. Seda$ngka$n pemba$ha$sa$n media$si pena$l 

ba$nya$k disinggu$ng u$ntu$k perka$ra$ tinda$k pida$na$ ringa$n da$n a$na$k;    

3) Pera$tu$ra$n Keja$ksa$a$n Nomor 15 Ta$hu$n 2020 Tenta$ng Penghentia$n 

Penu$ntu$ta$n Berda$sa$rka$n Kea$dila$n Restora$tif 

4) Perpol Nomor 8 Ta$hu$n 2021 tenta$ng Pena$nga$na$n Tinda$k 

Pida$na$ berda$sa$rka$n Kea$dila$n Restora$tif.     

 
Media$si a$da$la$h ca$ra$ penyelesa$ia$n perka$ra$ di lu$a$r penga$dila$n 

mela$lu$i proses peru$ndinga$n u$ntu$k memperoleh kesepa$ka$ta$n pa$ra$ piha$k 

denga$n diba$ntu$ media$tor. Seda$ngka$n pengertia$n da$ri media$tor a$da$la$h 

piha$k ketiga$ a$ta$u$ piha$k netra$l ya$ng memba$ntu$ pa$ra$ piha$k da$la$m proses 

peru$ndinga$n gu$na$ menca$ri berba$ga$i kemu$ngkina$n penyelesa$ia$n 

sengketa$ ta$npa$ menggu$na$ka$n ca$ra$ memu$tu$s a$ta$u$ mema$ksa$ka$n sebu$a$h 

penyelesa$ia$n.33 

 
33  Ta$kdir Berna$rdi, Media$si Penyelesa$ia$n Sengketa$ Mela$lu$i Pendeka$ta$n Mu$fa$ka$t, Ra$ja$ 

Gra$findo Persa$da$, Ja$ka$rta$, 2010, hlm. 12. 
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Jenis-jenis media$si pena$l da$la$m Expla$na$tory memora$ndu$m da$ri 

rekomenda$si Dewa$n Eropa$ No. R (99) 19 tenta$ng Media$tion in Pena$l 

Ma$tters dikemu$ka$ka$n bebera$pa$ model da$n jenis media$si pena$l ya$itu$:34  

a. Model Informa$l Media$tion Model ini dila$ksa$na$ka$n oleh 

personil pera$dila$n pida$na$ (crimina$l ju$stice personnel) da$la$m 

tu$ga$s norma$lnya$, ya$itu$ da$pa$t dila$ku$ka$n oleh Ja$ksa$ Penu$ntu$t 

U$mu$m denga$n mengu$nda$ng pa$ra$ piha$k u$ntu$k mela$ku$ka$n 

penyelesa$ia$n informa$l denga$n tu$ju$a$n tida$k mela$nju$tka$n 

penu$ntu$ta$n a$pa$bila$ terca$pa$i kesepa$ka$ta$n. Pa$da$ model ini da$pa$t 

dila$ku$ka$n pekerja$ sosia$l a$ta$u$ penja$ba$t penga$wa$s (proba$tion 

officer), oleh peja$ba$t polisi a$ta$u$ Ha$kim.  

b. Model Tra$ditiona$l Villa$ge or Triba$l Moots Menu$ru$t model ini, 

selu$ru$h ma$sya$ra$ka$t bertemu$ u$ntu$k memeca$hka$n konflik 

keja$ha$ta$n dia$nta$ra$ wa$rga$nya$ da$n bera$da$ di wila$ya$h 

pedesa$a$n/peda$la$ma$n. A$sa$lnya$, model ini menda$hu$lu$i hu$ku$m 

ba$ra$t da$n tela$h memberi inspira$si ba$gi keba$nya$ka$n progra$m-

progra$m media$si modern. Progra$m media$si modern sering 

mencoba$ memperkena$lka$n berba$ga$i keu$ntu$nga$n da$ri 

pertemu$a$n su$ku$ (triba$l moots) da$la$m bentu$k ya$ng disesu$a$ika$n 

denga$n stru$ktu$r ma$sya$ra$ka$t modern da$n ha$k-ha$k individu$ 

ya$ng dia$ku$i menu$ru$t hu$ku$m. 

c. Model Victim Offender Media$tion Menu$ru$t model ini, media$si 

a$nta$ra$ korba$n da$n pela$ku$ meru$pa$ka$n model ya$ng pa$ling sering 

a$da$ da$la$m pikira$n ora$ng. Model ini meliba$tka$n berba$ga$i piha$k 

ya$ng bertemu$ denga$n diha$diri oleh media$tor ya$ng ditu$nju$k. 

Ba$nya$k va$ria$si da$ri model ini. Media$tornya$ da$pa$t bera$sa$l da$ri 

peja$ba$t forma$l, media$tor independen, a$ta$u$ kombina$si. Media$si 

ini da$pa$t dia$da$ka$n pa$da$ setia$p ta$ha$pa$n proses, ba$ik pa$da$ ta$ha$p 

 
34 Lilik Mu$lya$di, Media$si Pena$l Da$la$m Sistem Pera$dila$n Pida$na$ di Indonesia$, PT. A$lu$mni, 

Ba$ndu$ng, 2015, hlm.25-26.	
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kebija$ksa$na$a$n polisi, ta$ha$p penu$ntu$ta$n, ta$ha$p pemida$na$a$n 

a$ta$u$ setela$h pemida$na$a$n. Model ini a$da$ ya$ng ditera$pka$n u$ntu$k 

semu$a$ tipe pela$ku$ tinda$k pida$na$, a$da$ ya$ng u$ntu$k tipe tinda$k 

pida$na$ tertentu$ (misa$lnya$ pengu$tila$n, pera$mpoka$n da$n tinda$k 

kekera$sa$n). A$da$ ya$ng teru$ta$ma$ ditu$ju$ka$n pa$da$ pela$ku$ a$na$k, 

pela$ku$ pemu$la$, teta$pi a$da$ ju$ga$ u$ntu$k delik-delik bera$t da$n 

ba$hka$n u$ntu$k residivis.  

d. Model Repa$ra$tion Negotia$tion Progra$mmes. Model ini 

sema$ta$-ma$ta$ u$ntu$k mena$ksir a$ta$u$ menila$i kompensa$si a$ta$u$ 

perba$ika$n ya$ng ha$ru$s diba$ya$r oleh pela$ku$ tinda$k pida$na$ 

kepa$da$ korba$n, bia$sa$nya$ pa$da$ sa$a$t pemeriksa$a$n di penga$dila$n. 

Progra$m ini tida$k berhu$bu$nga$n denga$n rekonsilia$si a$nta$ra$ pa$ra$ 

piha$k, teta$pi ha$nya$ berka$ita$n denga$n perenca$na$a$n 

e. perba$ika$n ma$teriil. Da$la$m model ini, pela$ku$ tinda$k pida$na$ 

da$pa$t dikena$ka$n progra$m kerja$ a$ga$r da$pa$t menyimpa$n u$a$ng 

u$ntu$k memba$ya$r ga$nti ru$gi/kompensa$si. 

f. Model Commu$nity Pa$nels or Cou$rts. Model ini meru$pa$ka$n 

progra$m u$ntu$k membelokka$n ka$su$s pida$na$ da$ri penu$ntu$ta$n 

a$ta$u$ pera$dila$n pa$da$ prosedu$r ma$sya$ra$ka$t ya$ng lebih fleksibel 

da$n informa$l da$n sering meliba$tka$n u$nsu$r media$si a$ta$u$ 

negosia$si.  

g. Model Fa$mily a$nd Commu$nity Grou$p Conferences. Model ini 

tela$h dikemba$ngka$n di A$u$stra$lia$ da$n New Zea$la$nd, ya$ng 

meliba$tka$n pa$rtisipa$si ma$sya$ra$ka$t da$la$m SPP (sistem 

pera$dila$n pida$na$). Tida$k ha$nya$ meliba$tka$n korba$n da$n pela$ku$ 

tinda$k pida$na$, teta$pi ju$ga$ kelu$a$rga$ pela$ku$ da$n wa$rga$ 

ma$sya$ra$ka$t la$innya$, peja$ba$t tertentu$ (seperti polisi da$n ha$kim 

a$na$k) da$n pa$ra$ pendu$ku$ng korba$n. Pela$ku$ da$n kelu$a$rga$nya$ 

diha$ra$pka$n mengha$silka$n kesepa$ka$ta$n ya$ng komprehensif da$n 

memu$a$ska$n korba$n serta$ da$pa$t memba$ntu$ u$ntu$k menja$ga$ si 

pela$ku$ kelu$a$r da$ri kesu$sa$ha$n/persoa$la$n beriku$tnya$. 



 
 

34 
 

 
c. Penuntutan               

Penu$ntu$ta$n a$da$la$h su$a$tu$ kepu$tu$sa$n ya$ng dila$ku$ka$n oleh penu$ntu$t 

u$mu$m u$ntu$k melimpa$hka$n berka$s perka$ra$ ke Penga$dila$n Negeri terha$da$p 

terda$kwa$ a$ga$r memperoleh pu$tu$sa$n ha$kim. Definisi menu$ru$t Pa$sa$l 1 

a$ngka$ 7 KU$HA$P a$da$la$h seba$ga$i beriku$t: “Penu$ntu$ta$n a$da$la$h tinda$ka$n 

penu$ntu$t u$mu$m u$ntu$k melimpa$hka$n perka$ra$ pida$na$ ke Penga$dila$n Negeri 

ya$ng berwena$ng da$la$m ha$l da$n menu$ru$t ca$ra$ ya$ng dia$tu$r da$la$m u$nda$ng-

u$nda$ng ini denga$n perminta$a$n su$pa$ya$ diperiksa$ da$n dipu$tu$s oleh ha$kim 

disida$ng penga$dila$n.”  

 Menu$ru$t A$ta$ng Ra$noemiha$rdja$, Penu$tu$ta$n da$pa$t dia$rtika$n 

seba$ga$i penyera$ha$n berka$s perka$ra$ kepa$da$ penga$dila$n Negeri oleh 

Penu$ntu$t U$mu$m a$ga$r berka$s perka$ra$ tersebu$t da$pa$t dia$ju$ka$n ke sida$ng 

Penga$dila$n. 35  Berda$sa$rka$n Pa$sa$l 1 bu$tir 7 KU$HA$P mendefinisika$n 

Penu$ntu$ta$n a$da$la$h tinda$ka$n penu$ntu$t u$mu$m u$ntu$k melimpa$hka$n 

perka$ra$ pida$na$ ke Penga$dila$n Negeri ya$ng berwena$ng da$la$m ha$l da$n 

ca$ra$ ya$ng di a$tu$r da$la$m u$nda$ng-u$nda$ng ini, denga$n perminta$a$n 

su$pa$ya$ diperiksa$ da$n dipu$tu$s oleh Ha$kim di sida$ng penga$dila$n.  

Berda$sa$rka$n definisi tersebu$t di a$ta$s, ma$ka$ seca$ra$ teknis yu$ridis, 

penu$ntu$ta$n dimu$la$i denga$n melimpa$hka$n perka$ra$ ke penga$dila$n oleh 

penu$ntu$t u$mu$m. Seca$ra$ A$dministra$tif, Penu$ntu$ta$n su$da$h dimu$la$i seja$k 

diterima$nya$ penyera$ha$n ta$nggu$ng ja$wa$b a$ta$s tersa$ngka$ da$n ba$ra$ng bu$kti 

 
35 Djoko Pra$koso, Tu$ga$s da$n Pera$n Ja$ksa$ da$la$m Pemba$ngu$na$n, Gha$lia$ Indonesia$, Ja$ka$rta$, 

1984, hlm. 26. 
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(penyera$ha$n ta$ha$p II) kepa$da$ penu$ntu$t u$mu$m, seja$k sa$a$t itu$la$h 

perka$ra$ su$da$h bera$da$ da$la$m ta$ha$p penu$ntu$ta$n, meskipu$n penu$ntu$t u$mu$m 

belu$m melimpa$hka$n perka$ra$ tersebu$t ke penga$dila$n. Denga$n 

menga$cu$ kepa$da$ pengertia$n penu$ntu$ta$n seca$ra$ a$dministra$tif di a$ta$s, 

ma$ka$ pengertia$n penu$ntu$ta$n terma$su$k penghentia$n penu$ntu$ta$n, 

ka$rena$ su$a$tu$ perka$ra$ pida$na$ ba$ru$ da$pa$t dihentika$n penu$ntu$ta$nnya$, setela$h 

perka$ra$ tersebu$t bera$lih ta$nggu$ng ja$wa$b da$ri penyidik kepa$da$ penu$ntu$t 

u$mu$m, da$n da$ri situ$la$h penu$ntu$t u$mu$m segera$ menentu$ka$n sika$p a$pa$ka$h 

berka$s perka$ra$ tersebu$t memenu$hi sya$ra$t u$ntu$k da$pa$t a$ta$u$ tida$k da$pa$t 

dilimpa$hka$n ke penga$dila$n seba$ga$ima$na$ ditentu$ka$n da$la$m Pa$sa$l 139 

KU$HA$P.36 

d. Kejaksaan Republik Indonesia 

Keja$ksa$a$n dia$tu$r da$la$m U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 11 Ta$hu$n 2021 

Tenta$ng Peru$ba$ha$n a$ta$s U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 16 Ta$hu$n 2004 tenta$ng 

Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$. Berda$sa$rka$n Pa$sa$l 1 bu$tir 2 U$nda$ng-

u$nda$ng Nomor 11 Ta$hu$n 2021 Tenta$ng Peru$ba$ha$n a$ta$s U$nda$ngU$nda$ng 

Nomor 16 Ta$hu$n 2004 tenta$ng Keja$ksa$a$n Repu$blik 

Indonesia$ ba$hwa$ Ja$ksa$ a$da$la$h pega$wa$i negeri sipil denga$n ja$ba$ta$n 

fu$ngsiona$l ya$ng memiliki kekhu$su$sa$n da$n mela$ksa$na$ka$n tu$ga$s, fu$ngsi, 

da$n kewena$nga$nnya$ berda$sa$rka$n U$nda$ng-U$nda$ng.  

 
36  Tim Penyu$su$n Modu$l Ba$da$n Dikla$t Keja$ksa$a$n R.I., Modu$l Penu$ntu$ta$n, Ba$da$n 

Pendidika$n Da$n Pela$tiha$n Keja$ksa$a$n, Ja$ka$rta$, 2019, hlm. 6. 



 
 

36 
 

Seda$ngka$n Pa$sa$l 1 bu$tir 1 U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 11 Ta$hu$n 2021 

Tenta$ng Peru$ba$ha$n a$ta$s U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 16 Ta$hu$n 2004 tenta$ng 

Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$ ba$hwa$ Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$ ya$ng 

sela$nju$tnya$ disebu$t Keja$ksa$a$n a$da$la$h lemba$ga$ pemerinta$ha$n ya$ng 

fu$ngsinya$ berka$ita$n denga$n keku$a$sa$a$n keha$kima$n ya$ng mela$ksa$na$ka$n 

keku$a$sa$a$n nega$ra$ di bida$ng penu$ntu$ta$n serta$ kewena$nga$n la$in berda$sa$rka$n 

U$nda$ng-U$nda$ng. 

Da$ri ru$mu$sa$n pa$sa$l tersebu$t, La$deng Ma$rpa$u$ng menyimpu$lka$n 

ba$hwa$ Keja$ksa$a$n a$da$la$h:37  

1)  Lemba$ga$ pemerinta$h.  

Denga$n demikia$n, Keja$ksa$a$n terma$su$k ekseku$tif, bu$ka$n legisla$tif, da$n 

bu$ka$n yu$dika$tif.  

2) Mela$ksa$na$ka$n keku$a$sa$a$n nega$ra$;  

Denga$n demikia$n ma$ka$ Keja$ksa$a$n meru$pa$ka$n a$pa$ra$t nega$ra$. 

Seda$ngka$n menu$ru$t pa$nda$nga$n pemikira$n cendekia$wa$n Keja$ksa$a$n 

Sa$heroji, menjela$ska$n a$sa$l ka$ta$ da$ri ja$ksa$ ba$hwa$ “Ka$ta$ ja$ksa$ bera$sa$l 

da$ri ba$ha$sa$ sa$nsekerta$ ya$ng bera$rti penga$wa$s (su$perintenda$nt) a$ta$u$ 

pengontrol, ya$itu$ penga$wa$s soa$l-soa$l kema$sya$ra$ka$ta$n.” Keja$ksa$a$n 

a$da$la$h lemba$ga$ pemerinta$h ya$ng mela$ksa$na$ka$n keku$a$sa$a$n nega$ra$ 

teru$ta$ma$ di bida$ng penu$ntu$ta$n da$la$m ta$ta$ su$su$na$n keku$a$sa$a$n ba$da$n-

 
37 La$deng Ma$rpa$u$ng, Proses Pena$nga$na$n Perka$ra$ Pida$na$ (Penyelidika$n da$n 

Penyidika$n), Sina$r Gra$fika$, Ja$ka$rta$, 2014, hlm. 191-192. 
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ba$da$n penega$k hu$ku$m da$n kea$dila$n, dipimpin oleh Ja$ksa$ A$gu$ng ya$ng 

berta$nggu$ng ja$wa$b la$ngsu$ng kepa$da$ Presiden.38  

Di Indonesia$, Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$ meru$pa$ka$n sa$la$h sa$tu$ 

lemba$ga$ penega$k hu$ku$m ya$ng kedu$du$ka$nnya$ bera$da$ di lingku$nga$n 

keku$a$sa$a$n pemerinta$h ya$ng berfu$ngsi mela$ksa$na$ka$n keku$a$sa$a$n nega$ra$ 

di bida$ng penu$ntu$ta$n berda$sa$rka$n Pa$sa$l 1 bu$tir 3 U$nda$ng-u$nda$ng 

Nomor 11 Ta$hu$n 2021 Tenta$ng Peru$ba$ha$n a$ta$s U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 

16 Ta$hu$n 2004 tenta$ng Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$, disa$mping 

mela$ksa$na$ka$n fu$ngsi keku$a$sa$a$n la$in ya$ng oleh u$nda$ng-u$nda$ng. 

Berda$sa$rka$n Pa$sa$l 2 Kepu$tu$sa$n Presiden Repu$blik Indonesia$ 

Nomor 55 Ta$hu$n 1991 tenta$ng Su$su$na$n Orga$nisa$si da$n Ta$ta$ Kerja$ 

Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$ menera$ngka$n ba$hwa$ Tu$ga$s Pokok 

Keja$ksa$a$n a$da$la$h mela$ksa$na$ka$n keku$a$sa$a$n nega$ra$ di bida$ng penu$ntu$ta$n 

da$n tu$ga$s-tu$ga$s la$in berda$sa$rka$n pera$tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n serta$ 

tu$ru$t serta$ menyelengga$ra$ka$n seba$gia$n tu$ga$s u$mu$m pemerinta$h da$n 

pemba$ngu$na$n di bida$ng hu$ku$m. 

Berda$sa$rka$n Pa$sa$l 1 Kepu$tu$sa$n Presiden Repu$blik Indonesia$ 

Nomor 55 Ta$hu$n 1991 tenta$ng Su$su$na$n Orga$nisa$si da$n Ta$ta$ Kerja$ 

Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$ menera$ngka$n ba$hwa$ Keja$ksa$a$n Repu$blik 

Indonesia$, sela$nju$tnya$ da$la$m Kepu$tu$sa$n Presiden ini disebu$t keja$ksa$a$n 

 
38 Yesmil A$nwa$r da$n A$da$ng, Sistem Pera$dila$n Pida$na$ (Konsep, Komponen, da$n 

Pela$ksa$na$a$nnya$ da$la$m Penega$kka$n Hu$ku$m di Indonesia$). Widya$ Pa$dja$ja$ra$n, Ba$ndu$ng, 2011, hlm. 
196.	
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a$da$la$h lemba$ga$ pemerinta$ha$n ya$ng mela$ksa$na$ka$n keku$a$sa$a$n nega$ra$ 

teru$ta$ma$ di bida$ng penu$ntu$ta$n da$la$m ta$ta$ su$su$na$n keku$a$sa$a$n ba$da$n-ba$da$n 

penega$k hu$ku$m da$n kea$dila$n, dipimpin oleh Ja$ksa$ A$gu$ng ya$ng 

berta$nggu$ngja$wa$b la$ngsu$ng kepa$da$ Presiden serta$ Keja$ksa$a$n A$gu$ng, 

Keja$ksa$a$n Tinggi da$n Keja$ksa$a$n Negeri seba$ga$i pela$ksa$na$ keku$a$sa$a$n 

nega$ra$ teru$ta$ma$ di bida$ng penu$ntu$ta$n a$da$la$h sa$tu$ da$n tida$k terpisa$h-

pisa$hka$n. 

Berda$sa$rka$n Pa$sa$l 3 Kepu$tu$sa$n Presiden Repu$blik Indonesia$ 

Nomor 55 Ta$hu$n 1991 tenta$ng Su$su$na$n Orga$nisa$si da$n Ta$ta$ Kerja$ 

Keja$ksa$a$n Repu$blik Indonesia$ menera$ngka$n ba$hwa$ U$ntu$k mela$ksa$na$ka$n 

tu$ga$s pokok seba$ga$ima$na$ dima$ksu$d da$la$m Pa$sa$l 2, Keja$ksa$a$n 

menyelengga$ra$ka$n fu$ngsi: 

a. Meru$mu$ska$n kebija$ksa$na$a$n pela$ksa$na$a$n da$n kebija$ksa$na$a$n teknis, 

pemberia$n bimbinga$n da$n pembina$a$n serta$ pemberia$n perizina$n 

sesu$a$i denga$n bida$ng tu$ga$snya$ berda$sa$rka$n pera$tu$ra$n peru$nda$ng-

u$nda$nga$n da$n kebija$ksa$na$a$n u$mu$m ya$ng diteta$pka$n oleh Presiden; 

b. Menyelengga$ra$ka$n da$n mela$ksa$na$ka$n pemba$ngu$na$n sa$ra$na$ 

pra$sa$ra$na$, pembina$a$n ma$na$jemen, a$dministra$si, orga$nisa$si da$n 

keta$ta$la$ksa$na$a$n serta$ pengelola$a$n a$ta$s milik Nega$ra$ ya$ng menja$di 

ta$nggu$ng ja$wa$bnya$; 

c. Mela$ku$ka$n kegia$ta$n pela$ksa$na$a$n penega$ka$n hu$ku$m ba$ik preventif 

ma$u$pu$n represif ya$ng berintika$n kea$dila$n di bida$ng pida$na$, 

mela$ku$ka$n da$n/a$ta$u$ tu$ru$t menyelengga$ra$ka$n intelijen yu$stisia$l di 

bida$ng ketertiba$n da$n ketentera$ma$n u$mu$m, memberika$n ba$ntu$a$n, 

pertimba$nga$n pela$ya$na$n da$n penega$ka$n hu$ku$m di bida$ng Perda$ta$ 

da$n Ta$ta$ U$sa$ha$ Nega$ra$ serta$ tinda$ka$n hu$ku$m da$n tu$ga$s la$in, u$ntu$k 

menja$min kepa$stia$n hu$ku$m, kewiba$wa$a$n pemerinta$h 
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menyela$ma$tka$n keka$ya$a$n nega$ra$, berda$sa$rka$n pera$tu$ra$n 

peru$nda$ng-u$nda$nga$n da$n kebija$ksa$na$a$n u$mu$m ya$ng diteta$pka$n 

oleh Presiden; 

d. Meneta$pka$n seora$ng tersa$ngka$ a$ta$u$ terda$kwa$ di ru$ma$h sa$kit a$ta$u$ 

tempa$t pera$wa$ta$n jiwa$ a$ta$u$ tempa$t la$in ya$ng la$ya$k berda$sa$rka$n 

peneta$pa$n ha$kim ka$rena$ tida$k ma$mpu$ berdiri sendiri a$ta$u$ 

diseba$bka$n ha$l ha$l ya$ng da$pa$t memba$ha$ya$ka$n ora$ng la$in, 

lingku$nga$n a$ta$u$ dirinya$ sendiri; 

e. Memberika$n pertimba$nga$n hu$ku$m kepa$da$ insta$nsi pemerinta$h di 

pu$sa$t da$n di da$era$h da$n tu$ru$t menyu$su$n pera$tu$ra$n peru$nda$ng-

u$nda$nga$n serta$ meningka$tka$n kesa$da$ra$n hu$ku$m ma$sya$ra$ka$t; 

f. Menyelengga$ra$ka$n koordina$si, bimbinga$n da$n petu$nju$k teknis 

serta$ penga$wa$sa$n ba$ik ke da$la$m ma$u$pu$n denga$n insta$nsi terka$it 

a$ta$s pela$ksa$na$a$n tu$ga$s pokoknya$ berda$sa$rka$n pera$tu$ra$n 

peru$nda$ng-u$nda$nga$n da$n kebija$ksa$na$a$n u$mu$m ya$ng diteta$pka$n 

oleh Presiden. 

G. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifika$si penelitia$n ya$ng digu$na$ka$n da$la$m penu$lisa$n tesis ini 

a$da$la$h bersifa$t deskriptif a$na$litis. Deskriptif a$na$lisis, meru$pa$ka$n metode 

ya$ng dipa$ka$i u$ntu$k mengga$mba$rka$n su$a$tu$ kondisi a$ta$u$ kea$da$a$n ya$ng 

seda$ng  terja$di a$ta$u$ berla$ngsu$ng ya$ng tu$ju$a$nnya$ a$ga$r da$pa$t memberika$n 

da$ta$ seteliti mu$ngkin mengena$i objek penelitia$n sehingga$ ma$mpu$ 

mengga$li ha$l-ha$l ya$ng bersifa$t idea$l, kemu$dia$n dia$na$lisis berda$sa$rka$n 

teori hu$ku$m a$ta$u$ pera$tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n ya$ng berla$ku$.39 Objek 

 
39 Ha$da$ri Na$wa$wi da$la$m Soejono, Metode Penelitia$n Hu$ku$m, Rineka$ Cipta$, Ja$ka$rta$, 2003, 

hlm. 33. 
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penelitia$n ini a$da$la$h Penyelesa$ia$n Tinda$k Pida$na$ Mela$lu$i Media$si Pena$l 

Pa$da$ Tingka$t Penu$ntu$ta$n (Stu$di Pa$da$ Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng). 

 

2. Metode Pendekatan  

Metode pendeka$ta$n ya$ng digu$na$ka$n da$la$m penelitia$n ini a$da$la$h 

penelitia$n yu$ridis empiris su$a$tu$ metode penelitia$n hu$ku$m ya$ng berfu$ngsi 

u$ntu$k da$pa$t meliha$t hu$ku$m da$la$m a$rtia$n nya$ta$ serta$ meneliti 

ba$ga$ima$na$ bekerja$nya$ hu$ku$m di su$a$tu$ lingku$nga$n ma$sya$ra$ka$t. 

Pendeka$ta$n yu$ridis empiris dila$ku$ka$n bertu$ju$a$n u$ntu$k mempela$ja$ri 

implementa$si hu$ku$m da$la$m kenya$ta$a$n a$ta$u$ berda$sa$rka$n fa$kta$ ya$ng 

dida$pa$t seca$ra$ objektif di ma$sya$ra$ka$t, ba$ik da$la$m bentu$k penda$pa$t, sika$p, 

da$n perila$ku$ hu$ku$m ya$ng dida$sa$rka$n pa$da$ identifika$si hu$ku$m da$n 

efektifita$s hu$ku$m da$la$m ma$sya$ra$ka$t.40 Serta$ u$ntu$k mengeta$hu$i a$tu$ra$n-

a$tu$ra$n hu$ku$m tersebu$t da$la$m pra$kteknya$ di ka$ntor Keja$ksa$a$n Negeri 

Siju$nju$ng. 

 
3. Sumber Data 

Da$ta$ ya$ng digu$na$ka$n da$la$m penelitia$n ini a$da$la$h da$ta$ primer da$n 

da$ta$ seku$nder, ya$itu$ : 

a. Data primer  

Da$ta$ primer a$da$la$h da$ta$ ya$ng diperoleh la$ngsu$ng da$ri la$pa$nga$n, ya$itu$ da$ri 

piha$k ya$ng berkompeten da$la$m memberika$n informa$si ya$ng terka$it 

 
40  A$bdu$l Ka$dir Mu$ha$mma$d, Hu$ku$m da$n Penelitia$n Hu$ku$m, PT. Citra$ A$ditya$ Ba$kti, 

Ba$ndu$ng, 2004, hlm. 112.	
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denga$n perma$sa$la$ha$n da$la$m penelitia$n. Su$mber da$ta$ primer 

pa$da$ penelitia$n ini dida$pa$t mela$lu$i wa$wa$nca$ra$.  

 
b. Data Sekunder  

Da$ta$ seku$nder a$da$la$h da$ta$ ya$ng diperoleh da$ri penelitia$n kepu$sta$ka$a$n 

beru$pa$ pera$tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n, bu$ku$-bu$ku$, ju$rna$l hu$ku$m da$n 

ha$sil penelitia$n serta$ da$ta$ sta$tistik krimina$l. A$da$pu$n da$ta$ seku$nder terdiri 

da$ri ba$ha$n-ba$ha$n hu$ku$m ya$itu$: 

1) Bahan hukum primer ya$itu$ ba$ha$n-ba$ha$n ya$ng dida$pa$t da$ri pera$tu$ra$n 

peru$nda$ng-u$nda$nga$n. Ba$ha$n hu$ku$m primer ya$ng digu$na$ka$n da$la$m 

penelitia$n ini a$da$la$h: 

a) U$nda$ng-U$nda$ng Da$sa$r Nega$ra$ Repu$blik Indonesia$ 1945; 

b) U$nda$ng-U$nda$ng Nomor 1 Ta$hu$n 1946 Repu$blik Indonesia$ Tenta$ng 

Pera$tu$ra$n Hu$ku$m Pida$na$; 

c) U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 11 Ta$hu$n 2021 Tenta$ng Peru$ba$ha$n a$ta$s 

U$nda$ng-u$nda$ng Nomor 16 Ta$hu$n 2004 tenta$ng Keja$ksa$a$n Repu$blik 

Indonesia$; 

d) Ma$hka$ma$h A$gu$ng, media$si pena$l terda$pa$t da$la$m SK Ba$dilu$m 

Nomor: 1691/DJU$/SK/PS.00/12/2020; 

e) Pera$tu$ra$n Keja$ksa$a$n Nomor 15 Ta$hu$n 2020 Tenta$ng Penghentia$n 

Penu$ntu$ta$n Berda$sa$rka$n Kea$dila$n Restora$tif 

f) Perpol Nomor 8 Ta$hu$n 2021 tenta$ng Pena$nga$na$n Tinda$k 

Pida$na$ berda$sa$rka$n Kea$dila$n Restora$tif.     
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Ba$ha$n hu$ku$m seku$nder ya$itu$ ba$ha$n-ba$ha$n ya$ng memberika$n 

penjela$sa$n lebih la$nju$t mengena$i ba$ha$n hu$ku$m primer seperti bu$ku$-

bu$ku$ hu$ku$m terma$su$k ma$ka$la$h hu$ku$m serta$ ju$rna$l-ju$rna$l hu$ku$m. 

Kegu$na$a$n ba$ha$n hu$ku$m seku$nder a$da$la$h memberika$n kepa$da$ peneliti 

sema$ca$m petu$nju$k kea$ra$h ma$na$ peneliti a$ka$n mela$ngka$h. 41  Ba$ha$n 

hu$ku$m seku$nder tersebu$t terdiri da$ri:  

b) Bu$ku$-bu$ku$ teks/litera$tu$r.  

c) Ha$sil ka$rya$ ilmia$h pa$ra$ sa$rja$na$. 

d) Ju$rna$l-ju$rna$l hu$ku$m.  

e) Ha$sil-ha$sil penelitia$n da$n la$in seba$ga$inya$. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Ba$ha$n hu$ku$m tersier meru$pa$ka$n ba$ha$n-ba$ha$n ya$ng memberika$n 

informa$si tenta$ng ba$ha$n hu$ku$m primer da$n ba$ha$n hu$ku$m seku$nder, 

a$nta$ra$ la$in:  

a) Ensiklopedia$.  

b) Ka$mu$s Ba$ha$sa$ Indonesia$/Ba$ha$sa$ La$tin/Ba$ha$sa$ Inggris.  

c) Ka$mu$s hu$ku$m. 

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengu$mpu$la$n da$ta$ ya$ng digu$na$ka$n da$la$m penelitia$n ini 

a$da$la$h:  

 
41 Sa$lim da$n Erlies Septia$na$ Nu$rba$ni, Op., Cit., hlm. 155. 
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a. U$ntu$k da$ta$ primer diku$mpu$lka$n mela$lu$i penelitia$n la$pa$nga$n denga$n 

teknik wa$wa$nca$ra$. Wa$wa$nca$ra$ ya$ng digu$na$ka$n a$da$la$h 

wa$wa$nca$ra$ semi terstru$ktu$r, da$la$m ha$l ini ya$ng a$ka$n diwa$wa$nca$ra$i  

a$da$la$h: 

1) Kepa$la$ Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng. 

2) Kepa$la$ Seksi Tinda$k Pida$na$ U$mu$m pa$da$ Keja$ksa$a$n Negeri 

Siju$nju$ng. 

3) Ja$ksa$ Penu$ntu$t U$mu$m pa$da$ Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng. 

b. U$ntu$k da$ta$ seku$nder dila$ku$ka$n denga$n ca$ra$ penelitia$n kepu$sta$ka$a$n 

a$ta$u$ disebu$t ju$ga$ denga$n stu$di doku$men ya$ng dila$ku$ka$n denga$n 

ca$ra$ menca$ri da$n mempela$ja$ri serta$ menginventa$risir doku$men-

doku$men a$ta$u$ ba$ha$n-ba$ha$n hu$ku$m serta$ sta$tistik krimina$l kemu$dia$n 

dia$na$lisa$ da$n dila$ku$ka$n pemba$ha$sa$n sehingga$ a$ka$n tersu$su$n 

seca$ra$ sistema$tis da$ta$ ya$ng berka$ita$n denga$n perma$sa$la$ha$n ya$ng 

diteliti.42 

5. Analisis dan Penyajian Data 

Berda$sa$rka$n da$ta$ primer da$n da$ta$ seku$nder ya$ng diperoleh da$la$m 

penelitia$n ini a$ka$n dia$na$lisis seca$ra$ deskriptif denga$n pendeka$ta$n 

ku$a$lita$tif ya$itu$ denga$n memberika$n pema$pa$ra$n da$n menjela$ska$n 

seca$ra$ menyelu$ru$h da$n menda$la$m, berda$sa$rka$n ka$ta$-ka$ta$ ya$ng disu$su$n 

da$la$m sebu$a$h la$ta$r ilmia$h u$ntu$k mengu$ngka$pka$n a$pa$ ya$ng na$mpa$k 

 
42  Ronny Ha$nitijo Soemitro, Metodologi Penelitia$n Hu$ku$m da$n Ju$rimetri, 

Gha$lia$ Indonesia$, Ja$ka$rta$, 1990, hlm. 34. 
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ma$u$pu$n ya$ng terda$pa$t diba$lik peristiwa$ nya$ta$ denga$n ma$ksu$d menca$ri 

nila$i-nila$i ya$ng terka$ndu$ng dida$la$mnya$.43 

Da$la$m penelitia$n ini, penu$lis menggu$na$ka$n teknik a$na$lisis 

da$ta$ seca$ra$ ku$a$lita$tif ya$itu$ menga$na$lisa$ da$ta$ ya$ng mengha$silka$n da$ta$. 

A$na$lisis da$ta$ ku$a$lita$tif seba$ga$i penja$ba$ra$n da$ta$ berda$sa$rka$n ha$sil temu$a$n 

di la$pa$nga$n da$n stu$di kepu$sta$ka$a$n serta$ berda$sa$rka$n logika$ da$n diu$ra$ika$n 

da$la$m bentu$k ka$lima$t-ka$lima$t da$n kemu$dia$n dikonfronta$sika$n denga$n 

pera$tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n, penda$pa$t a$hli, da$n a$na$lisis logis da$ri 

penu$lis. 

A$na$lisis deskriptif ku$a$lita$tif digu$na$ka$n u$ntu$k menga$na$lisis 

ma$kna$ da$ri da$ta$ ya$ng ta$mpa$k dipermu$ka$a$n, a$rtinya$ a$na$lisis ku$a$lita$tif tida$k 

digu$na$ka$n u$ntu$k menjela$ska$n sebu$a$h fa$kta$ teta$pi ha$nya$ u$ntu$k mema$ha$mi 

fa$kta$ tersebu$t.44 Sela$nju$tnya$ da$ta$ ya$ng tela$h dia$na$lisis kemu$dia$n disa$jika$n 

da$la$m bentu$k desktiptif ku$a$lita$tif.    

6. Lokasi Penelitian 

Penelitia$n ini a$ka$n dila$ku$ka$n di Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng 

u$ntu$k mengeta$hu$i da$n mega$na$lisis Media$si Pena$l Penyelesa$ia$n Tinda$k 

Pida$na$ Pa$da$ Tingka$t Penu$ntu$ta$n. Pemiliha$n loka$si di Keja$ksa$a$n Negeri 

Siju$nju$ng ini dika$rena$ka$n Keja$ksa$a$n Negeri Siju$nju$ng meru$pa$ka$n 

Keja$ksa$a$n Negeri denga$n la$ta$r bela$ka$ng Penyelesa$ia$n Tinda$k 

 
43 Mu$kti Fa$ja$r da$n Yu$lia$nto A$chma$d, Du$a$lisme Penelitia$n Hu$ku$m Norma$tif da$n Empiris, 

Pu$sta$ka$ Pela$ja$r, Ja$ka$rta$, 2010, hlm. 283. 
44 Bu$rha$n Bu$ngin (ed), Metode Penelitia$n Ku$a$lita$tif, Ra$ja$ Gra$findo Persa$da$, Ja$ka$rta$, 2006, 

hlm. 54. 
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Pida$na$ Mela$lu$i Media$si Pena$l Berda$sa$rka$n Pera$tu$ra$n Keja$ksa$a$n Nomor 

15 Ta$hu$n 2020 Tenta$ng Penghentia$n Penu$ntu$ta$n Berda$sa$rka$n Kea$dila$n 

Restora$tif.  


